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MOTTO 

                          

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh.
1
(QS.As-Shaff ayat 4) 
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Kemenag,Al-Qur’an dan terjemah Kementrian Agama Republik 

Indonesia,(Bandung:Sigma Eksa Media,2009) 
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ABSTRAK 

 

Bahrul Hasan,2023:  Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Mitra Usaha (Studi Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso) 

BUMDES yang didirikan di Desa Gadingsari berinisiatif untuk 

mengembangkan potensi yang ada di Desa Gadingsari dengan pengembangan 

potensi tersebut melalui BUMDES yang diberi nama  (BUMDES Mitra Usaha). 

BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha 

diantaranya membuat kerajinan sapu dan sewa menyewa tenda terop. Oleh karena 

itu Undang Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 

2021 menjadi Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga 

diantaranya:(1).Bagaimana bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso (2).Bagaimana efektivitas 

pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem 

kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan (3). Bagaimana pengelolaan  

BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif maslahah mursalah di Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui bentuk 

pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari(2).Untuk mengetahui 

efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari menurut 

perundang undangan (3).Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Mitra Usaha 

menurut perspektif maslahah mursalah  di Desa Gadingsari 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

Deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta 

dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi 

sumber dan teknik teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan (1)Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari dilakukan 

dengan sistem transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta 

dijalankan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat.(2) Efektivitas pengelolaan 

BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari dalam mendirikannya berpedoman pada 

Undang Undang yang mengatur secara khusus mengenai BUMDES yaitu UU No 

6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 11 Tahun 2021, akan tetapi 

dalam pengawasannya masih kurang efektif yang mengakibatkan penegakan 

aturannya kurang ditaati serta mengakibatkan dampak terhadap usaha yang 

dijalankannya.(3) Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha dilihat perspektif maslahah 

mursalah di Desa Gadingsari sudah sesuai yakni BUMDES tersebut sudah 

bermanfaat untuk orang banyak dan dapat memperdayakan masyarakat di Desa 

Gadingsari. 

Kata Kunci: pengelolaan, efektivitas hukum, perspektif maslahah, BUMDES. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Konteks Penelitian 

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diartikan 

sebagai kesatuan unsur masyarakat yang mengerti hukum di mana memiliki batas 

wilayah yang otoritas yang mana untuk menjalankan dan mengurus urusan 

pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang 

sudah disetujui hingga sudah ditaati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia.
2
 

 Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan  dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara 

Bangsa ini terbentuk struktur sosial sejenis Desa masyarakat adat, dan lainnya 

sebagainya telah menjadi lembaga sosial yang memiliki kedudukan yang sangat 

penting. Desa adalah lembaga yang berada di daerah yang sangat kental dengan 

tradisi, adat istiadat, dan hukum yang ada di Desa itu masih relatif mandiri. 

 Pada era reformasi muncul ide ide untuk memberdayakan desa melalui 

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti 

menjadi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang Undang ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal 

usulnya yang tidak diakui oleh Undang-undang sebelumnya. 

Selanjutnya perkembangan Pemerintahan Desa berkembang seiring 

perkembangan penerapan sistem otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini 

                                                             
2
Sarman and Muhammad Taufik Makarao, Hukum pemerintah daerah di Indonesia 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011),  286 
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dikarenakan prinsip-prinsip otonomi daerah sangat cocok dalam pengembangan 

pemerintahan desa.Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memasuki babak 

baru ini diiringi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa yang disebut undang undang Desa yang tidak diatur dalam Undang 

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3
 

 Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 muncul tentang pendirian 

Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDES. Bumdes adalah badan 

usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki oleh 

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk mensejahterakan masyarakat desa, oleh karena itu dibentuklah badan usaha 

milik desa yang disebut BUMDES. Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa 

untuk mengembangkan dirinya. Disisi lain Pemerintahan desa dapat 

memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi 

mengelola BUMDES. Pembangunan suatu Desa dapat dapat juga dilihat  sebagai 

suatu agenda pembangunan yang dilakukan secara tersusun sesuai rencana dengan 

tujuan untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti 

peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. 

                                                             
3
Widjaja,Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh(Jakarta: Raja 

Grafindo,2004),260 
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 Disebutkan didalam ayat al-qur‟an pemerintahan harus dapat 

memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan  Al-Qur‟an surat 

Al-Hasyr ayat 7: 

                                 

                              

                     

Artinya: Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianuhgerakan 

Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan demikian agar 

harta itu tidak hanya beredar diantara orang orang kaya saja diantara kamu, apa 

yang diberikan Rasul kepadamu terimalah apa yang dilarang bagimu 

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras 

hukumannya. 

Dapat disimpulkan tentang ayat tersebut kepemilikan kekayaan tidak boleh 

hanya dimiliki untuk sebagian kelompok tertentu saja, tetapi harus dikelola 

sebagai aset yang produktif yang dijadikan pendapatan nasional dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam prinsip ini Al Qur‟an 

menolak dengan tegas kekayaan yang hanya beredar di suatu kelompok tertentu 

saja, karena dapat menimbulkan semacam monopoli yang dapat merusak 

keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.
4
 

Pembangunan merupakan suatu aktivitas untuk meningkatkan suatu  

Bangsa termasuk perwujudan keinginan Negara untuk menciptakan masyarakat 

yang makmur dan sejahtera, oleh karena itu dibutuhkan untuk meningkatkan 

                                                             
4
M. Quraish Shihab, wawasan Alquran:Tafsir Tematik atas berbagai persoalan 

Umat(Bandung: Mizan,2013), 540 
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pemberdayaan pembangunan daerah salah satunya dengan meningkatkan 

program-program yakni badan usaha milik desa(BUMDES).
5
 

Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan suatu lembaga milik 

desa yang dikelola oleh aparat desa dan masyarakat dalam upaya untuk 

menumbuhkan dan memperkuat perekonomian desa setempat yang dibentuk 

berdasarkan kebutuhan  dan potensi  sesuai desa setempat. 

 Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan kegiatan ekonomi di 

desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial selain itu BUMDES juga berperan 

sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial seperti memberikan lapangan 

kerja,meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum 

dan pemerataan ekonomi desa. BUMDES mempunyai kapasitas yang mumpuni  

sebagai lembaga usaha yang mandiri, untuk mensejahterakan masyarakat desa itu 

sendiri agar rakyat yang ada di Desa dapat mengembangkan potensi yang ada 

sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik 

dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan salah satu BUMDES yang 

didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat sumber ekonomi yang ada 

di pedesaan.
6
 

 Untuk mewujudkan badan usaha ini maka misi dan peran Pemerintah 

sangat penting dalam melakukan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat desa melalui Pemerintah Kabupaten tentang arti penting badan 

                                                             
5
Robert Chambers,Pengembangan Desa mulai dari belakang (jakarta: LP3ES, 1988), 216 

6
Hana Novia Wijaya,”Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas aset 

milik desa yang dikelola sebagai objek jaminan,”jurnal ilmu hukum kenotariatan fakultas 

hukum.vol 3, Nomor 2, juni (2020): 262, 

http://jurnal.fh.unpad.ac..id/index.php/acta/article/view/226 

http://jurnal.fh.unpad.ac..id/index.php/acta/article/view/226
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usaha milik desa atau BUMDES dimotivasi dan  dipersiapkan untuk membangun 

kehidupan sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan 

dan pemenuhan lainnya sehingga  dapat mempermudah pendirian dan pengelolaan 

BUMDES. Selanjutnya mekanisme desa perlu disiapkan terlebih dahulu agar 

dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi 

yakni bersifat sosial dan komersial.  

Pendirian BUMDES didasari oleh Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi”Desa dapat mendirikan badan 

usaha milik desa yang disebut BUMDES dan ayat 2 yang berbunyi BUMDES 

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan ayat 3 yang 

berbunyi BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan 

umum sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Kementerian pembangunan 

daerah tertinggal  sudah merevisi perubahan paradigma pembangunan daerah 

tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pedesaan. 

Parameter yang diutamakan yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah 

berbasis pedesaan antara lain mencakup pengembangan kelembagaan, 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pembangunan sarana 

dan prasarana.
7
 

Desa Gadingsari merupakan desa yang terletak di provinsi jawa timur  dan 

berada di kabupaten terpencil tanpa pantai adalah Kabupaten Bondowoso yang 

berada pada  ketinggian antara 78-2.3000 meter diatas  permukaan laut,
8
 dan saat 

ini Kota Bondowoso juga dikenal dengan Kota tape dan republik kopi , kota 

                                                             
7
Ibrahim,Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Yogyakarta: Leutika Prio,2018), 13. 

8
Wikipedia, “Kabupaten Bondooso”http://id.m.wikipedia.org  diakses 30, mei 2023. 

http://id.m.wikipedia.org/
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Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan 10 kelurahan dan 209 desa, salah satunya 

kecamatan Pakem Desa Gadingsari di mana desa ini merupakan desa yang 

memiliki kerajinan yang mana  rata-rata masyarakat di sana setiap harinya punya 

kerajinan membuat sapu ijok dan sapu lidi selain membuat sapu desa ini 

mempunyai kerajinan seperti  membuat kerajinan besek atau bhernyit, dimana 

semuanya ini  merupakan kerajinan masyarakat Desa Gadingsari yang menjadi 

salah satu pendapatan ekonomi masyarakat setiap harinya, dari sinilah 

Pemerintahan Desa Gadingsari berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang 

ada di Desa Gadingsari dengan mengembangkan potensi tersebut melalui 

BUMDES yang diberi nama  (BUMDES Mitra Usaha). BUMDES ini dijadikan 

sebagai wadah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa 

Gadingsari serta BUMDES ini berfungsi untuk memberikan saran dan fasilitas 

dalam mengatasi permasalahan atau problematika di masyarakat Desa Gadingsari. 

BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha 

diantaranya membuat kerajinan sapu,dan sewa menyewa tenda terop yang mana 

pengolahannya melibatkan aparat desa dan masyarakat. 

 Perkembangan dari BUMDES ini sangat baik dalam waktu beberapa bulan 

perkembangannya mengalami kenaikan yang menghasilkan hasil yang baik serta 

dalam penjualan dari hasil BUMDES ini sudah lumayan luas dan hasil dari 

Bumdes Mitra Usaha tersebut ini digunakan untuk kepentingan masyarakat serta 

digunakan untuk membantu pembangunan di Desa Gadingsari sehingga 

menjadikan Desa ini menjadi Desa yang mandiri yang dapat memakmurkan 

masyarakat Desa Gadingsari.                                                                                         
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Dengan adanya potensi tersebut adanya BUMDES Mitra Usaha merupakan 

alternatif untuk meningkatkan anggaran pendapatan asli desa agar dapat 

memakmurkan Desa Gadingsari. Namun dalam beberapa waktu tahun kemudian 

dalam menjalankan operasional usaha ini BUMDES ini mengalami beberapa 

permasalahan sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan hampir 

mengalami kefakuman dalam menjalankan usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini.  

Maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti BUMDES Mitra 

Usaha dengan judul ”ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA 

MILIK DESA MITRA USAHA” 

(Studi kasus di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso) 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam metode penelitian kualitatif disebut dengan 

istilah fokus penelitian yang didalamnya berisi semua faktor permasalahan yang 

akan menjawab permasalahan dengan metode penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, operasional dan tegas dituangkan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan
9
. Adapun dari latar belakang diatas dapat diperinci sebagai 

berikut fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso? 

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perundang 

undangan? 

                                                             
9
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS jember,2020),78 
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3. Bagaimana Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif 

Maslahah Mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang mau disetujuinya 

dalam melakukan penelitian, dan tujuan penelitian harus ditujukan kepada 

masalah masalah yang telah dirumuskannya pada sebelumnya adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:
10

 

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso menurut perundang 

undangan 

3. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif 

maslahah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso 

D. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya sebuah manfaat yang 

dapat diambil dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat yang dapat dari 

penelitian ini diantaranya adalah: 

  

                                                             
10

Tim Penyusun,45 



 
 

 
 

9 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengembangan 

wawasan dibidang hukum tentang tentang bagaimana pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan undang undang di Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang ditinjau dari segi 

undang undang tentang BUMDES selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk semua pihak yang ingin mengkaji lebih 

memperdalam tentang Analisis Yuridis  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

  2.Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

Manfaat bagi penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman 

dalam melakukan penelitian secara langsung serta dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang Analisis Yuridis  

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha yang dilakukan di 

Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. 

    b)    Bagi Masyarakat Desa Gadingsari  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan badan usaha 

milik desa disamping itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dibidang 

hukum terutama di bidang pengelolaan badan usaha milik desa  

BUMDES menurut Undang Undang tentang BUMDES. Diharapkan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Gadingsari khususnya supaya 
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dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana 

pengelolaan BUMDES yang benar, memberikan tambahan informasi 

tentang hukum BUMDES menurut peraturan perundang undangan 

yang mengatur tentang BUMDES. 

b) Bagi UIN KHAS Jember  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi, masukan dan gagasan baru terkait dengan Analisis Yuridis  

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

c) Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

mengenai Analisis Yuridis  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

E. Definisi Istilah/ Definisi Operasional 

Definisi istilah memuat tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian yang terdapat dalam judul penelitian yang bertujuan agar 

supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana 

dimaksud oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa definisi istilah 

yang memaparkan tentang tujuan dari judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:
11

 

1. Analisis 

 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, memebedakan, memilah sesuatu dikelompokkan kembali menurut 

keteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
12

 

  

                                                             
11

Tim Penyusun,46 
12

 Makinuddin Tri Hadiyanto Sasungko,Analisis Sosial,(Bandung: Yayasan Akatiga 

2006),38 
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2. Yuridis 

 Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau segi hukum yuridis berarti mempelajari dengan 

cermat, memeriksa , untuk menafsirkan suatu pandangan atau pendapat dari segi 

hukum. Atau suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan 

keberlakuannya, baik yang berupa norma, kebiasaan, etika bahkan moral yang 

menjadi pokok utama penilaiannya.
13

 

 Dapat disimpulkan yuridis merupakan istilah lain dari kata hukum atau 

Undang Undang yang digunakan sebagai parameter hukum terhadap suatu pokok 

yang mana yuridis ini menjadi dasar penilaian dari pandangan dari segi hukum. 

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai makna hukum atau aturan dan 

diakuinya secara sah oleh pemerintahan yang mana hukum atau aturan disini 

bersifat mengikat semua orang dan dijadikan sebagai sumber hukum.  

 Sedangkan menurut peneliti yuridis disini adalah suatu aturan yang 

mengacu pada suatu Undang-Undang yang telah disahkan dan dianggap suatu 

payung hukum yang harus ditegakkan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat. 

Yuridis dalam penelitian ini adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang 

masalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES, yakni mengacu pada Undang-

Undang UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, UU No 4 Tahun  2015 dan 

PP No 11 Tahun 2021. 

3. Pengelolaan. 

 pengelolaan adalah suatu proses atau cara yang  mana yang pertama 

dimulai dari perencanaan, penggerakan serta pengawasan untuk dapat meraih  

                                                             
13

M.Marwan dan Jimmy P, kamus hukum(Surabaya: Reality Publisher 2009), 651. 
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tujuan yang pernah direncanakan dari awal supaya berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan harapan sehingga dapat menghasilkan yang memuaskan.  

4. BUMDES 

 Adalah badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh 

Pemerintah desa dan berbadan hukum yang bertujuan mencari laba di mana 

nantinya laba tersebut digunakan sebesar besarnya untuk kemanfaatan desa dan 

masyarakat.
14

 

 BUMDES adalah suatu usaha yang dikelola pemerintahan desa bersama 

aparatur desa serta masyarakat untuk mengelola aset dan potensi yang dimiliki 

oleh desa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli 

desa yang mana hasil dari BUMDES ini dijadikan sebagai pembangunan untuk 

kesejahteraan masyarakat Desa tersebut dan modal dari BUMDES ini seluruhnya 

ditanggung oleh pemerintahan Desa tersebut. 

F. Sistematika penulisan 

 Sistematika penulisan adalah memuat rancangan susunan penelitian yang 

dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika analisis dalam 

penulisan skripsi penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan pada bagian pertama bab ini yaitu membahas 

mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan definisi istilah serta membahas sistematika penulisan. 

BAB II: Kajian pustaka, pada bab kedua ini membahas dan menjelaskan 

mengenai kajian terdahulu dan kajian teori. 

                                                             

14
David Prastyo, Peran Bumdes dalam Membangun Desa(Kalimantan Barat: CV 

Dermawati Press,2019),7 



 
 

 
 

13 

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ketiga ini yaitu membahas terkait 

pendekatan, jenis penelitian teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

tahap tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
15

 

BAB IV: Pembahasan pada bab ke empat ini akan menjelaskan terkait hasil 

dari hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal 

dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini 

bertempat di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

kemudian membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

menurut Peraturan perundang undangan dengan pembahasan terkait fokus 

masalah penelitian yaitu: Analisis Yuridis  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, serta 

bab ini disajikan data data dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang 

digunakan untuk menjawab masalah masalah yang telah dirumuskan. 

BAB V: Kesimpulan dan saran saran, pada bab kelima ini menjelaskan 

tentang rangkuman dari semua poin poin pembahasan yang telah diuraikan pada 

beberapa bab sebelumnya dan juga penyertaan saran serta rekomendasi yang 

mengacu atau bersumber dari hasil penelitian ini. 

                                                             
15

 Tim Penyusun77 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka memiliki memiliki dua poin penting yang terdiri dari 

penelitian terdahulu dan kajian teori yakni sebagai berikut: 

A. Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang lalu  

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baru kemudian membuat suatu 

ringkasan baik yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.  

Penelitian terdahulu bermaksud mendapatkan bahan perbandingan dan acuan 

dalam penulisannya yang selanjutnya, selain itu bertujuan untuk menghindari 

anggapan kesamaan dari penelitian yang lainnya, berdasarkan uraian latar 

belakang diatas maka untuk mendukung penelitian yang komprehensif selanjutnya 

peneliti melakukan telaah pustaka dengan memasukkan penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1. Skripsi oleh Nurtang dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 

2021 yang berjudul Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa untuk 

Menaikkan Pendapatan Asli Desa pada Desa Laccori kecamatan Dua 

Boccoe kabupaten Bone. Skripsi ini membahas kinerja badan usaha milik 

desa adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai 

bagaimana kinerja badan usaha milik desa untuk menaikkan pendapatan 

asli desa pada Desa Laccori persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian 

yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan sama sama mengkaji analisis 
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badan usaha milik desa atau BUMDES, dan juga meneliti langsung turun 

kelapangan dengan melihat langsung fakta yang dilapangan, adapun 

perbedaanya adalah bahwa dalam penelitian ini bahwa dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan analisis keahlian badan usaha milik desa dalam 

menaikkan pendapatan asli desa di dalam penelitiannya, sedangkan yang 

akan dilakukan peneliti juga meneliti terkait analisis yuridis terhadap 

pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di dalamnya.
16

 

2. Skripsi oleh Azmi Alfa Rozi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru tahun 2020.
17

Skripsi ini membahas Pembuatan dan 

Pengelolaan badan usaha milik desa dalam memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pada 

BUMDES Mulia adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah bagaimana tujuan pembuatan dan pengelolaan BUMDES dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan “Peraturan Menteri 

Desa Nomor 4 tahun 2015” dan bagaimana faktor yang menghambat untuk 

tujuan pembentukan dan pengelolaan BUMDES dalam menciptakan 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 

tahun 2015. Persamaan dalam penelitian ini sama sama meneliti 

pengelolaan badan usaha milik desa dan sama sama menggunakan 

penelitian kualitatif adapun perbedaanya adalah penelitian ini lebih 

mengkaji pada peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 sedangkan 

                                                             
16

Nurtang, “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa”( Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021), 12 
17

Azmi Alfa Rozi,”Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam 

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 

2015” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020),8 
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yang akan dilakukan peneliti lebih cenderung ke analisis yuridis terhadap 

pengelolaan badan usaha milik desa. 

3. Skripsi Beni Riki Suranda Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Benda 

Aceh tahun 2020 yang berjudul peran badan usaha milik desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Skripsi ini 

membahas peran badan usaha milik desa atau BUMDES terhadap 

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun 

rumus masalah yang diangkat ialah bagaimana kegiatan pengelolaan 

BUMDES serta bagaimana peran BUMDES terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Borengan dalam perspektif ekonomi islam. Persaman 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama sama 

mengkaji tentang pengelolaan BUMDES serta menggunakan penelitian 

yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan langsung turun kelapangan 

adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi yang berspektif 

ekonomi islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada 

kajian Analisis Yuridisnya tentang BUMDES.
18

 

4. Skripsi Ferdan Iswandi Institut Agama Islam Negeri palopo tahun 2019 

yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan ekonomi Desa Bangun Jaya kecamatan Tomuni kabupaten 

Luwu Timur. Skripsi ini membahas tentang peran badan usaha milik desa 

dalam menaikkan perkembangan ekonomi desa adapun rumusan masalah 

                                                             
18

Beni Riki Suranda,”Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh 2020),11 
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yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan 

BUMDES ditinjau perspektif pemerintahan desa, bagaimana peran 

BUMDES dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat serta 

bagaimana pengelolaan BUMDES dalam perspektif syariah. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama 

membahas pengelolaan BUMDES yang bertujuan untuk memakmurkan 

masyarakat dan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif adapun perbedaan penelitian ini lebih fokus mengkaji BUMDES 

dari segi perspektif syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

lebih cenderung dalam mengkaji BUMDES dari aspek undang 

undangnya.
19

 

5. Skripsi oleh Rahmat B Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 

yang berjudul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Desa di Desa Bungin yang mana skripsi ini membahas 

tata kelola BUMDES yang mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana 

tata kelola BUMDES dan bagaimana kontribusi BUMDES. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama 

mengkaji BUMDES dan sistem penelitiannya sama sama menggunakan 

metode kualitatif.Adapun Perbedaan penelitian ini lebih dalam membahas 

tentang tata kelolanya BUMDES sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan lebih fokus pada sistem perundang undangan.
20
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Skripsi Ferdan Iswandi, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi Desa”( Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019),13 
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Rahmat B, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Desa” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020),14 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nurtang dari 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar tahun 

2021 

Analisis Kinerja 

Badan Usaha 

Milik Desa dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

desa pada Desa 

Laccori 

kecamatan Duo 

Boccoe kabupaten 

Bone. 

Sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

yang sama yaitu 

deskriptif 

kualitatif dan 

sama-sama 

mengkaji Analisis 

Badan Usaha 

Milik Desa atau 

BUMDES. 

Adapun 

perbedaannya ialah 

bahwa dalam 

penelitian ini 

peneliti 

menggunakan 

Analisis Badan 

Usaha Milik Desa 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

desa di dalam 

penelitiannya, 

sedangkan yang 

akan dilakukan 

peneliti juga 

meneliti terkait 

analisis yuridis 

terhadap 

pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

yang ada di 

dalamnya. 

2. Azmi Alfa 

Rozi Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Pembentukan dan 

pengelolaan 

Badan Usaha 

Milik dalam 

Sama-sama 

meneliti 

pengelolaan 

Badan Usaha 

Adapun 

perbedaannya ialah 

penelitian ini lebih 

mengkaji pada 
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Kasim Riau 

pekanbaru tahun 

2020 

mewujudkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

berdasarkan 

peraturan Menteri 

Desa Nomor 4 

tahun 2015 pada 

BUMDES mulia. 

Milik Desa dan 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

peraturan Menteri 

Desa Nomor 4 

Tahun 2015. 

Sedangkan yang 

akan dilakukan 

penelitilebih 

cenderung ke 

Analisis yuridis 

terhadap 

pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa. 

3 Beni Riki 

Suranda 

Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry 

Benda Aceh 

tahun 2020 

Peran Badan 

Usaha Milik Desa 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Menurut 

Perspektif 

Ekonomi Islam. 

Penelitian ini 

Sama-sama 

mengkaji 

pengelolaan 

BUMDES serta 

menggunakan 

penelitian yang 

sama yaitu 

penelitian 

kualitatif dengan 

langsung terjun 

lapangan. 

Adapun 

perbedaannya 

penelitian ini 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan adalah 

penelitian ini 

berfokus pada 

aspek ekonomi 

yang berspektif 

ekonomi islam 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih fokus pada 

kajian analisis 

yuridisnya tentang 

BUMDES. 

4.Ferdan Iswandi PeranBadan Sama-sama Perbedaannya ialah 
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InstitutAgama 

Islam Negeri 

palopo 

tahun2019 

Usaha Milik Desa 

dalam 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Desa 

Bangun Jaya 

kecamatan 

Tomuni 

Kabupaten luwu 

timur. 

membahas 

Pengelolaan 

BUMDES yang 

bertujuan untuk 

memakmurkan 

masyarakat dan 

penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif  

penelitian ini lebih 

fokus mengkaji 

BUMDES dari segi 

perspektif syariah 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih cenderung 

dalam mengkaji 

BUMDES dari 

undang-undangnya. 

5. Rahmat B 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar tahun 

2020 

Tata Kelola 

Badan Usaha 

Milik Desa dalam 

peningkatan 

pendapatan asli 

Desa di Desa 

Bungin. 

Sama-sama 

mengkaji 

BUMDES dn 

sistem 

penelitiannya 

sama-sama 

menggunakan 

metode kualitatif. 

Perbedaannya ialah 

penelitian ini lebih 

dalam membahas 

tentang Tata 

kelolanya 

BUMDES 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih fokus pada 

sistem perundang-

undangnya. 

 

B. Kajian Teori 

Pada kajian yang tertera pada teori ini membahas tentang pembahasan teori 

yang dijadikan sebagai perspektif dalam melaksanakan kegiatan penelitian, jika 

pembahasan teorinya lebih luas maka tentunya akan semakin memperluas 

wawasan peneliti untuk melakukan pengkajian permasalahan yang akan 
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dipecahkan yang sesuai dengan yang sudah dicantumkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian.
21

 

1.  Peraturan Undang Undang mengenai BUMDES 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, 

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, 

pengelolaan  dan pembubaran BUMDES, PP No 11 Tahun 2021 tentang peraturan 

yang mengatur BUMDES, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai 

BUMDES, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang 

memerintah tentang Badan Usaha Milik Desa tertera pada Bab X dari pasal 87 

sampai 90  

Pada pasal 87 berbunyi: 

● Desa dapat mendirikan BUMDES  

● BUMDES dikelola dengan kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

● BUMDES dapat menerapkan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan 

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Pada pasal 88 berbunyi: 

● Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah Desa. 

● Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan Desa sebagaimana bunyi 

ayat (1) 
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS 

jember,2020),46 
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Pada pasal 89 berbunyi:
22

 

● Hasil dari usaha BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan 

Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberi 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial. 

Pada pasal 90 berbunyi: 

● Pemerintahan Daerah mendukung perkembangan BUMDES dengan, 

Memberikan permodalan. 

● Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar. 

● Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di 

Desa. 

Di dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan 

pelaksana UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai BUMDES yang tertera 

pada Bab VIII dari pasal 132 sampai 142. 

Pada pasal 132 berbunyi:
23

 

⮚ Desa dapat mendirikan BUMDES. 

⮚ Pendirian BUMDES disepakati dengan musyawarah Desa dan peraturan 

pemerintahan Desa. 

⮚ Organisasi pengelolaan BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan 

Desa. 

⮚ Organisasi BUMDES paling sedikit harus terdiri dari penasehat dan 

pelaksana operasional. 

⮚ Penasehat harus dijabat oleh Kepala Desa. 
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Undang Undang, Nomor 6 Tahun 2014” tentang Desa” 
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Peraturan Pemerintah, No 43 Tahun 2014 “tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 

Tahun 2014” 
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⮚ Pelaksana operasional merupakan perseorangan.Pelaksana Operasional 

dilarang merangkap jabatan. 

Pada pasal 133 berbunyi: 

● Penasehat mempunyai tugas melakukan memberikan nasehat kepada 

pelaksana operasional dalam menjalan program kepengurusan dan 

pengelolaan BUMDES. 

● Penasehat berhak meminta penjelasan terhadap pelaku operasional 

mengenai kepengurusan dan pengelolaan BUMDES. 

Pada pasal 134 berbunyi: 

● Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola 

BUMDES sesuai dengan anggaran dasar. 

Pada pasal 135 berbunyi: 

⮚ Modal awal BUMDES berasal dari APB Desa. 

⮚ Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan 

tidak dibagi atas saham. 

⮚ Modal BUMDES bersumber dari penyertaan modal Desa, penyertaan 

masyarakat Desa. 

⮚ Penyertaan modal berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. 

⮚ Modal dari APB Desa harus bersumber dari dana segar, bantuan 

pemerintah, bantuan pemerintah Daerah dan aset Desa. 

Pada pasal 136 berbunyi: 

● Pelaksana operasional BUMDES wajib menyusun dan menetapkan 

anggaran dasar setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa. 
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● Anggaran dasar paling sedikit berisi atas nama, tempat kedudukan, 

maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya 

BUMDES, organisasi pengelolaan dan pembagian keuntungan. 

● Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dilakukan melalui musyawarah 

Desa. Anggaran dasar ditetapkan oleh Kepala Desa. 

Pada pasal 137 berbunyi: 

● Untuk mengembangkan usaha BUMDES dapat juga menerima pinjaman 

atau bantuan dari pihak lain dan mendirikan unit usaha BUMDES. 

● BUMDES melakukan pinjaman harus dapat ijin dari kepala Desa. 

● Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUMDES dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

Pada pasal 138 berbunyi: 

● Pelaksana operasional dalam kepengurusan dan pengelolaan BUMDES 

mewakili didalam dan luar pengadilan. 

● Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban 

kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Kepala Desa. 

Pada pasal 139 berbunyi: 

⮚ Kerugian yang dialami oleh BUMDES menjadi tanggung jawab pelaksana 

operasional BUMDES. 

Pada pasal 140 berbunyi: 

⮚ Kepailitan BUMDES hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. 

⮚ Kepailitan BUMDES dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur 

dalam Undang Undang. 
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Pada pasal 141 berbunyi: 

⮚ Dalam kerja sama antar Desa dapat membentuk BUMDES bersama. 

⮚ Pembentukan BUMDES dilakukan melalui pendirian, penggabungan dan 

peleburan BUMDES. 

⮚ pendirian, penggabungan dan peleburan BUMDES diterapkan sesuai 

dengan peraturan perundang undangan. 

Pada pasal 142 berbunyi: 

● ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, kepengurusan dan pengelolaan 

dan pembubaran BUMDES diatur dengan peraturan menteri. 

Di dalam Uundang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah 

menjelaskan bahwasanya dalam menjalankan pemerintahan daerah harus sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia yang mengarahkan untuk agar supaya dapat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat dengan cara peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melalui 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan strategi dalam 

bersaing antar daerah dengan menegakkan prinsip prinsip seperti keadilan, 

pemerataan, serta demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Didalam pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan sebuah usaha 

yang disebut dengan BUMDES dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa 

tersebut serta sesuai dengan kebutuhan Desa tersebut sehingga dengan adanya 

BUMDES ini dapat membantu pemerintahan daerah untuk mensejahterakan 

masyarakat.
24
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Undang Undang  No 23 Tahun 2014,” mengenai Otonomi Daerah” 
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 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa di dalam pasal 78 

menerangkan bahwasanya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli 

masyarakat Desa maka pemerintahan desa dapat mendirikan sebuah usaha yaitu 

BUMDES yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Desa tersebut 

serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Desa setempat. Serta dalam pasal 

79 menyebutkan bahwasanya seluruh modal dari BUMDES ini ditanggung oleh 

pemerintahan Desa dan dalam pengurusan BUMDES ini terdiri dari pemerintahan 

Desa dan masyarakat. 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian 

Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk 

melaksanakan ketentuan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam pasal 142 

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang mana UU ini perlu untuk menetapkan Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang 

Pendirian, pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran tentang Badan Usaha Milik 

Desa.
25

 

 Didalam peraturan Menteri ini bermaksud untuk mempertegas dan 

memperkuat tentang pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang mana peraturan 

ini mengharuskan setiap Desa harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau 

BUMDES. 
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Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia,”Undang Undang 

Pemerintahan Daerah”( Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015),20 
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2. Teori Efektivitas Hukum  

 Teori efektivitas hukum sebagai kaidah yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam berperilaku baik itu sikap maupun sifat yang baik dan pantas untuk  

dilakukan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif dan rasional 

sehingga dapat menerbitkan jalan berpikir yang terang. Selain itu memandang 

hukum sebagai perilaku yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu.
26

 

 Efektifitas hukum didalam perilaku atau hukum yang nyata dapat 

diketahui apabila seseorang menyatakan pendapat bahwa suatu kaidah hukum 

yang sudah mencapai atau tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya maka hal 

itu dapat diketahui pengaruhnya berhasil mengatur sikap perilaku sehingga apakah 

sebanding dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya akan disoroti 

dari tujuan yang ingin dicapainya yang menjadi salah satu upaya agar masyarakat 

dapat mematuhi kaidah kaidah yang telah ditentukan dan sudah dicantumkan 

sanksi-sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar kaidah tersebut agar supaya 

dapat memberikan efek jera kepada yang melanggarnya. 

 Dibutuhkan keadaan-keadaan tertentu yang harus dipenuhi agar kaidah 

hukum tersebut dapat berpengaruh terhadap semua perilaku dan tindakan yang 

dilakukan oleh manusia, kondisi yang harus ada agar hukum tersebut dapat 

berpengaruh ialah hukum harus dapat dikomunikasikan, karena hukum lebih 

banyak tertuju pada sikap yang mana seseorang cenderung memberikan 

pandangan yang baik atau buruk yang kemudian hal tersebut terwujud dalam hal 

perilaku yang nyata. 
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 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peraturan Sanksi,(Bandung:Ramadja 

Karya,1988), 80 
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 Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:
27

 

a) Faktor Hukumnya sendiri 

Hukum itu berfungsi sebagai penegak keadilan di dalam praktek 

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan yang mana kepastian hukum ini 

bersifat konkret yang bewujud nyata sedangkan keadilan bersifat 

abstrak sehingga ketika ada suatu kasus dan hakim menentukan suatu 

perkara secara penerapan undang-undang saja, maka bisa terjadi 

keadilan itu tidak tercapai sepenuhnya karena keadilan itu bersifat 

subjektif sangat tergantung pada nilai nilai intrinsik subjektif dari 

masing-masing orang. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi 

efektivitas hukum itu disebabkan Undang-undang yang tidak diikuti 

asas-asas berlakunya Undang-undang, tidak ada aturan yang mengenai 

pelaksana yang dibutuhkan dalam mempraktekkan  Undang-undang, 

dan ketidakjelasan makna dari kata-kata yang terdapat di dalam 

Undang-undang. 

b) Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berbuat 

sesuka hati dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara penegak 

hukum harus memperhatikan etika dan kode etik yang berlaku yang 
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Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada, 2013),7 
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berkaitan dengan profesinya yang melekatnya, etika dapat 

mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu 

keputusan moral. Di Dalam profesi penegak hukum itu mereka terikat 

pada kode etik yang melekatnya sesuai profesinya masing-masing tapi 

pada praktek kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih 

banyak yang dilanggar oleh para penegak hukum, sehingga akibat dari 

perbuatan tersebut para penegak hukum mencerminkan bahwasanya 

mereka tidak mempunyai integritas bahkan mereka dapat dikatakan 

tidak mempunyai etika dalam menjalankan profesinya dalam 

menegakkan suatu keadilan yang mempunyai dampak terhadap 

lambatnya pembangunan hukum. 

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa‟ ayat 135 

                                    

                                       

                         

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.”
28
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c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung 

Sarana dan fasilitas pendukung dalam menegakkan suatu hukum 

sangat diperlukan karena jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka 

sulit bagi para penegak hukum untuk menjalankan profesinya untuk 

menegakkan suatu keadilan. Tanpa adanya sarana, maka penegak 

hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. 

Adapun yang dibutuhkan dalam fasilitas tersebut, antara lain sebagai 

berikut: SDM yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan, 

organisasi yang bagus, keuangan yang cukup memadai, dan peralatan 

yang  memadai. 

 Sarana memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan 

hukum, karena tanpa adanya suatu sarana yang baik tidak akan mungkin 

bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan. 

d) Faktor Masyarakat. 

Setiap masyarakat sedikit banyaknya pasti memiliki yang namanya 

akan kesadaran terhadap hukum, persoalan yang timbul taraf 

kepatuhan hukum adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu 

hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak 

hukum berasal dari masyarakat, dan mempunyai tujuan yaitu untuk 

kerukunan di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari 
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berbagai sudut maka masyarakat sangat memiliki pengaruh terhadap 

penegakan hukum tersebut.
29

 

e) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki beberapa peran 

yang sangat penting dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat, 

yakni mengatur tingkah laku masyarakat dalam bertindak, dan 

mengatur sikap terhadap sesama masyarakat. Dengan demikian 

kebudayaan merupakan perlakuan yang menentukan norma mengenai 

apa yang harus dilakukan dan apa yang yang dilarang. Efektivitas 

hukum dapat terlaksana dengan baik apabila hukum dijunjung tinggi 

serta moralitas penegak hukumnya. 

3.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa ini 

diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan dan mendorong 

perekonomian desa, denganharapan dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru 

untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam desa.BUMDes sebagai 

pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial 

(socialinstitution) dan komersial (comircielinstitution). BUMDes sebagai lembaga 

sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).Sedangkan sebagai lembaga 

komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya 
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lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam 

upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus 

selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata 

perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan 

pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat 

desa.
30

 

BUMDES merupakan usaha yang ada di desa yang dikelola oleh 

Pemerintah Desa dan berbadan hukum, pemerintah desa dapat mendirikan badan 

usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan  potensi desa. 

BUMDES merupakan salah satu program strategis Pemerintahan dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan, 

semenjak berlakunya “Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” yang 

memaparkan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruhnya 

atau sebagian modalnya bersumber dari pemerintah desa baik melalui penyertaan 

secara langsung atau tidak langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Hasil dari 

usaha BUMDES digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui 

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya 

                                                             
30

Maryus, Moh. 2018. Skripsi: Pembangunan Ekonomi Desa Malalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. IAIN Jember. 

 



 
 

 
 

33 

sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, namun BUMDES juga 

berfungsi sebagai lembaga sosial. BUMDES harus berpihak kepada kepentingan 

masyarakat dengan melalui keterlibatan untuk  penyediaan pelayanan sosial.
31

 

4.Tujuan pendirian badan usaha milik desa (BUMDES). 

Organisasi BUMDES merupakan organisasi yang berfokus pada 

pengelolaan usaha yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki 

oleh desa tersebut, di mana BUMDES ini dikelola oleh pemerintahan desa 

bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat pertumbuhan 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa yang 

ada.
32

 

Dalam melakukan pendirian BUMDES harus berdasarkan pada kebutuhan 

dan potensi desa, upaya untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan 

dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa atau 

inisiatif masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, 

transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme 

memberbase. Dari semua itu yang paling penting ialah berkenaan dengan sistem 

pengelolaannya  yang harus dilakukan dengan cara profesional dan mandiri. 

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial dan komersial.Tujuan penting dari pendirian BUMDES yaitu: 

1. Meningkatkan Perekonomian Desa 

2. Meningkatkan pendapatan asli Desa 
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3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan kebutuhan 

masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan BUMDES harus dilakukan dengan cara memenuhi 

kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan barang atau 

jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pendirian BUMDES 

dilandasi oleh Undang-undang  nomor 32 tahun  2004 tentang pemerintahan 

daerah Dalam peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bab II pasal 3 tentang 

pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDES menyebutkan 

beberapa tujuan pendirian BUMDES diantaranya:
33

 

1) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa 

hadirnya BUMDES di tengah tengah masyarakat Desa yaitu untuk 

meningkatkan kualitas usaha masyarakat yang terkendala dengan modal. 

2) Membuka peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum untuk warga. 

3) Meningkatkan perekonomian desa dengan adanya BUMDES diharapkan 

masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya. 

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 
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5) Membuka lapangan kerja, BUMDES mampu memfasilitasi bagi 

masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang mencari 

pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pada prinsipnya pendirian  BUMDES merupakan salah satu pilihan Desa 

dalam gerakan usaha ekonomi desa sesuai dengan pasal 87 ayat (1) Undang 

Undang Desa, pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Desa dan pasal 4 

Permendesa PDTT Nomor 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan 

dan pembubaran BUMDES. Dalam peraturan perundang undangan tentang Desa 

tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa 

dalam gerakan ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan Perundang-

undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDES. 

 Pendirian BUMDES berdasarkan atas kemampuan Desa yang 

mempertimbangkan: 
34

Inisiatif pasal 4 ayat (2) permendesa Nomor 4/2015 tentang 

pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDES. 

⮚ Potensi usaha ekonomi desa 

⮚ Sumber daya alam di desa 

⮚ Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES 

Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan 

desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES. 

5.Pengelolaan badan usaha milik desa(BUMDES) 

 Pengelolaan BUMDES tercantum pada bab tiga Undang-Undang No 4 

Tahun 2015 yang beberapa bagian yaitu terkait penjelasan pengelolaan BUMDES, 
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modal, jenis jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepailitan, dan pertanggungjawaban 

pelaksana BUMDES.Dalam hal organisasi pengelolaan BUMDES dijelaskan 

bahwa BUMDES terdiri dari unit unit usaha yang berbadan hukum. Pengelolaan 

BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip prinsip yang baik 

seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan 

sustainable yang dilaksanakan secara profesional dan mandiri. Selain itu dalam 

melakukan pengelolaan BUMDES diperlukan adanya sebuah asas-asas seperti 

asas kesukarelaan, kesetaraan, musyawarah serta asas keterbukaan sehingga 

apabila menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka akan menciptakan manajemen 

pengelolaan yang baik efektif dan efisien. Dalam peningkatan pengelolaan 

BUMDES yang baik ada beberapa langkah yakni sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan  

2) Tahap Pengamatan 

3) Tahap Penataan dan Seleksi 

4) Tahap Pemeliharaan 

5) Tahap Pelaporan  

BUMDES perlu melakukan penyusunan rencana kerja pengelolaan usaha agar 

usaha yang dijalani tidak mengalami kegagalan ada beberapa hal yang perlu 

disusun untuk menjadikan BUMDES sebuah badan usaha yang terkoordinasi 

dengan baik yaitu sebagai berikut:
35

 

a) Menyusun job deskripsi. Bagi pelaku BUMDES diperlukan agar dapat 

membuat lebih jelas akan peran dan tugas setiap orang, dengan 
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menyusun job deskripsi tersebut tugas dan tanggung jawab serta 

wewenang pemegang jabatan agar tidak terjadi kesalahan seperti 

terjadi  duplikasi. 

b) Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi sangatlah dibutuhkan 

dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam sebuah organisasi 

yang mana tujuannya agar dapat untuk mempersatukan berbagai tujuan 

yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang lumrah. 

c) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES. Semua anggota yang 

terlibat dalam organisasi BUMDES  dalam melaksanakan tugasnya 

harus memahami, menaati dan melaksanakan  semua aturan kerja yang 

ada diorganisasi, maka diperlukan upaya untuk menyusun rencana 

yang dijadikan pedoman bagi pengelola agar dapat sesuai dengan  

prinsip-prinsip tata kelola yang ada di BUMDES. 

d) Menyusun desain sistem informasi, dalam lembaga BUMDES 

diperlukan penyusunan informasi tentang kinerja bagi pelaku 

operasional BUMDES, karena untuk dapat diketahui oleh masyarakat 

umum terkait perkembangan usahanya maupun kinerja para pelaku 

usaha BUMDES. 

e) Mengurus legalitas hukum unit usaha BUMDES, dalam mendirikan  

program BUMDES legalitas hukum sangat diperlukan karena 

merupakan salah satu perintah dari  Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang desa yang menjelaskan kegiatan usaha BUMDES agar 

dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan  baik.  
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5.Peran badan usaha milik desa 

Peran BUMDES merupakan sarana prasarana pengembangan dan 

pembangunan serta kekuatan ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa. BUMDES 

berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa. 

BUMDES berperan sebagai landasan penguat ketahanan ekonomi yang berskala 

Nasional di mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan perekonomian khususnya masyarakat desa. Peran BUMDES 

bagi Desa yang menjalankannya sebagai berikut:
36

 

● Meningkatkan kesejahteraan masyarakat BUMDES dan pemerintahan 

Desa. 

● Menunjang tugas Pemerintah Desa untuk mengupayakan perkembangan 

sumber-sumber  alam yang memiliki potensi dan meningkatkan kualitas 

SDM untuk bisa mengelola ekonomi yang ada di desa sehingga 

masyarakat dapat dijadikan sebagai  sumber sumber ekonomi. 

● Menjadi perantara Pemerintah Desa untuk dapat menciptakan konsep 

untuk membangun kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan  

dibidang ekonomi. 

5. Klasifikasi jenis jenis usaha BUMDES 

BUMDES mempunyai beberapa macam yang dijadikan pilihan untuk 

dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang menarik berbagai peluang yang ada 

di pasar yang dapat menguntungkan. Produk yang dihasilkan haruslah mempunyai 
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unggulan yakni produk yang memiliki berbagai kelebihan dan mempunyai ciri-ciri 

yang khas, sehingga pada akhirnya tujuan dari BUMDES dapat tercapai. Ada 

beberapa bisnis BUMDES yang yang cocok yang bisa dijadikan usaha BUMDES 

sebagai berikut: 

a) Usaha sosial, usaha ini merupakan  usaha yang sangat sederhana karena 

usaha ini bergerak di bidang seperti layanan umum kepada Masyarakat 

contohnya seperti listrik Desa. 

b) Usaha penyewaan ialah yang usaha yang bergerak di bidang penyewaan 

yang bersifat membantu kebutuhan masyarakat Desa dan dapat untuk 

memperoleh laba  asli dari Desa dari usaha penyewaan tersebut contohnya 

penyewaaan alat transportasi. 

c) Usaha dagang dan produksi BUMDES dapat juga bergerak dalam  

menjalankan usaha di sektor penjualan barang atau jasa yang diperlukan 

oleh masyarakat. Contohnya mendirikan kios pupuk. 

d) Usaha perantara, BUMDES dapat menjadi perantara antara komoditas 

yang dihasilkan oleh masyarakat petani pada pasar yang lebih luas. 

e) Usaha bersama , BUMDES dapat menyelenggarakan usaha bersama yang 

mana BUMDES tersebut akan menjadi induk bagi unit-unit usaha 

Masyarakat Desa dalam skala lokal atau dapat melibatkan usaha Desa 

dalam pembangunan sistem usaha terpadu. Contohnya pengelolaan wisata. 
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f) Keuangan, lembaga keuangan merupakan salah satu usaha yang dapat 

dijalankan oleh BUMDES karena dapat membantu masyarakat untuk 

memperoleh akses finansial dengan mudah dan bunga yang rendah.
37

 

6. Tantangan BUMDES 

Saat melakukan usaha BUMDES memiliki banyak permasalahan-

pengelolaan Bumdes dapat dikatakan sulit karena ada masalah keterbatasan 

sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES sering ditemui beberapa 

tantangan yang harus diselesaikan oleh pengurus dan pengelola BUMDES yakni 

sebagai berikut: 

1. Masalah pengaturan organisasi, di dalam sebuah organisasi perlu yang 

namanya sebuah aturan yang akan dijadikan pedoman untuk 

keberlangsungan kelancaran suatu usaha pengelolaan organisasi yang baik 

yang akan mendorong untuk kemajuan dan perkembangan usaha. 

2. Menemukan dan mengembangkan potensi Desa, pada setiap desa pasti 

memiliki yang namanya potensi yang dapat dikembangkan, baik yang 

berupa sumber daya alam maupun sumber daya Manusia tantangan 

mengembangkan potensi Desa dapat dikatakan sulit karena menyatukan 

Masyarakat untuk mengembangkan Desa bukan masalah mudah karena 

banyak Masyarakat yang tidak mau untuk mengembangkan potensi Desa 

dengan berbagai macam alasan. 

3. Masalah promosi, BUMDES yang pengelolaannya sudah baik dan 

memiliki hasil yang berkualitas sering masih mengalami kesulitan dalam 
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hal promosi. Promosi merupakan hal pengenalan dalam rangka 

memajukan usaha dan dagang, karena hal itu pelaku usaha BUMDES 

harus mencari peluang dan harus pandai mencari cara untuk melakukan 

promosi kepada konsumen.
38

 

9.Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa 

BUMDES adalah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan 

badan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka memberdayakan 

masyarakat Desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1). UU No 

32 tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan 

Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang didalamnya mengatur 

tentang BUMDES yaitu pasal 78-81 bagian kelima tentang badan usaha milik 

desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan 

Usaha Milik Desa, sejak saat itu eksistensi BUMDES berlanjut dan diatur dengan 

Undang Undang sebagai berikut:
39

 

a) Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai institusi keuangan mikro. 

b) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa. 

c) PP Nomor 43 tahun 2014 mengenai melaksanakan Undang-undang Nomor 

6 tahun 2014 mengenai Desa. 

d) PP Nomor 47 tahun 2015 mengenai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 

2014 tentang pedoman pelaksana Undang-undang Nomor  6 tahun 2014 

mengenai Desa. 
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e) Permendesa Nomor 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, dan 

pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa. 

f) Permendes Nomor 4 tahun 2017 mengenai perubahan atas Permendes 

Nomor 22 tahun 2016 tentang “penetapan prioritas penggunaan dana desa 

tahun 2017”. 

g) Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang “penetapan prioritas penggunaan 

dana Desa tahun 2018”. 

4. Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah secara istilah merupakan sesuatu yang dianggap 

maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang mewujudkan dan tidak 

ada dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut.
40

 

2. Syarat Maslahah Mursalah  

Menurut jumhur para ulama‟ bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum ketika sudah memenuhi beberapa syarat sebagai 

berikut: 

a) Maslahah tersebut haruslah maslahah yang haqiqi bukan hanya 

yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang 

nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak 

kemudharatan. 

b) Kemaslahatan tersebut merupakan yang bersifat umum, bukan 

kemaslahatan yang bersifat khusus baik yang bersifat untuk 
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perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan 

tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau khalayak 

umum. 

c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan 

yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist baik secara dhohir 

maupun batin.
41
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara maksimal yang mana untuk menggapai suatu tujuan 

dengan berbagai cara seperti mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis 

yang digunakan untuk menyusun suatu laporan. 

 Untuk mendapatkan sebuah kebenaran data data yang dapat dipercaya 

maka peneliti harus menggunakan sebuah metode yang sesuai dengan tujuannya 

yang mau dicapai. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

menemukan,mnengembangkan dan untuk menguji suatu kebenaran dengan 

menggunakan metode metode ilmiah.
42

 

A. pendekatan dan jenis penelitian 

 Penelitian dalam bahasa inggris disebut dengan research, jika dilihat dari 

susunan katanya terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti melakukan kembali 

atau pengulangan, sedangkan kata search yang berarti melihat, mengamati, atau 

mencari sehingga research dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih 

mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.
43

 

 Berdasarkan konteks penelitian serta fokus penelitian diatas maka peneliti 

menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan penelitian adanya data-data 

lapangan sebagai sumber utama seperti hasil dari wawancara dan 
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observasi.Penelitian ini merupakan penelitian jenis field research (lapangan), 

penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada tindakannya dan 

kenyataan yang terjadi disekitarnya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan 

secara pertimbangan tertentu dan teknik pengumpulan dengan triangulasi atau 

gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif dan hasil dari kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.
44

 

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (1994) Mendefinisikan adalah 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erickson 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah berusaha untuk menemukan serta 

menggambarkan secara naratif kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dampak –

dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap hidup mereka
45

 

 Penelitian Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil penelitian.Sesuai dengan namanya jenis penelitian 
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deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi 

mengenai fenomena yang tengah diteliti dalam menggunakan jenis penelitian 

deskriptif masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat yang 

mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas.
46

 

 Penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk memahami masalah 

masalah masyarakat dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan 

menyeluruh sehingga menurut peneliti untuk berperan sebagai pelaku yang 

ditelitinya mampu membuat pembaca benar benar dapat merasakan pengalaman 

itu terjadi dalam gambaran dibenaknya. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur lokasi penelitian ini dipilih karena 

ada pertimbangan bahwa Desa Gadingsari ini merupakan salah satu Desa yang 

sudah mendirikan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa pemilihan lokasi ini 

dikarenakan BUMDES tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahun serta sudah 

menjalankan beberapa program yang sudah berjalan dengan baik tapi belakangan 

ini BUMDES di Desa Gadingsari mengalami penurunan bahkan dikatakan sudah 

tidak berjalan lagi dan dipilihnya lokasi Gadingsari ini Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso ialah belum pernah penelitian yang serupa. 

C. Subjek Penelitian 

 Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat dan 

pelaku usaha badan usaha milik desa (BUMDES) yang berada di Desa Gadingsari 
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Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang mengetahui, mengalami dan yang 

terlibat didalamnya dalam usaha BUMDES. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana 

data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara 

data yang berasal perpustakaan dan data dokumentasi lainnya yang berkaitan serta 

memberikan informasi mengenai penelitian ini akan dijadikan data sekunder. 

 Dalam penelitian ada beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data 

penelitian sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan 

salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam 

penelitian kualitatif. 

Menurut Creswell Observasi adalah sebuah proses pengumpulan informasi 

langsung tanpa ujung yang dilakukan dengan mengamati orang dan tempat di 

sebuah penelitian.
47

 

Observasi adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak 

dari sebuah pengaturan sosial oleh karena itu, observasi sangat diperlukan 

untuk data tentang orang , proses dan budaya . Patton menegaskan bahwa 

observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk 

memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti 
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dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan 

pengaturan yang dipelajari aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang orang 

yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif 

mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.
48

 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif yang mana dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam kegiatan 

sehari hari yang sedang diamati yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Adapun untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode 

observasi sebagai berikut: 

a) Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pihak yang 

terlibat mengenai rumusan masalah ini. 

b) Observasi langsung di lokasi penelitian yakni di Desa Gadingsari 

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. 

2. Teknik Wawancara  

Menurut Lexy J Moleong wawancara percakapan dengan maksud tertentu 

pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung secara tatap 

muka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan 

data yang didapat menjelaskan permasalahan penelitian.
49

 

Wawancara merupakan mengumpulkan data melibatkan presentasi 

rangsangan lisan, verbal metode ini dapat digunakan melalui wawancara 
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pribadi dan jika mungkin wawancara melalui telepon. Ada beberapa macam 

wawancara yaitu:
50

 

1. Wawancara pribadi metode wawancara ini membutuhkan seseorang yang 

dikenal sebagai pewawancara metode pengumpulan informasi melalui 

wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan cara yang terstruktur. 

2. Wawancara tidak terstruktur metode wawancara yang mana pewawancara 

diberikan kebebasan lebih luas untuk bertanya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur dan tak 

terstruktur adapun data data yang ingin diperoleh oleh peneliti dengan 

menggunakan teknik wawancara ini yakni sebagai berikut: 

a) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari 

kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso 

b) Tentang  efektivitas pengelolaan BUMDES Desa Gadingsari kecamatan 

pakem kabupaten bondowoso menurut perundang undangan 

c) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif maslahah 

mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

3.Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan otentik yang bisa dibuktikan dan bisa 

dijadikan bukti secara hukum yang mana dokumentasi tersebut berisi data data 

yang lengkap dan nyata.
51
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Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian baik berupa sumber tertulis, film gambar dan karya karya 

monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 

E. Analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian bagian(decomposition). Analisis data didefinisikan 

sebagai usaha untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau 

ciri ciri dari data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka 

untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

 Dengan demikian teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara 

untuk menganalisis terhadap data, dengan maksud mengelola data tersebut 

menjadi suatu informasi sehingga karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat  dengan 

mudah dimengerti serta bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang 

berkaitan dengan penelitian baik, yang menyangkut dengan deskripsi data maupun 

membuat induksi atau menarik kesimpulan.
52

 

Menurut Miles Huberman dan Saldana dalam menganalisis terdapat tiga 

macam teori yakni:
53

 

1. Kondensasi data  

Dalam proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti selesai 

melakukan wawancara dan sudah mendapatkan data data yang tertulis yang 

terdapat di lapangan yang mana transkrip hasil wawancara tersebut dipilah 

pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang 

disimpulkan dengan penyajian data ini dapat membantu memahami dalam 

menganalisis yang lebih baik. 

     3. Penarikan kesimpulan  

Dalam melakukan penelitian peneliti dari awal sampai akhir dapat 

mengumpulkan data data yang mana ketika sudah didapatkan dari awal hingga 

akhir nantinya dapat ditarik kesimpulan pada bagian akhir. 

F. Keabsahan Data 

 Sesuatu yang dianggap penting didalam sebuah penelitian adalah terkait 

keabsahan data. Keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah 

tuduhan kepada konsep penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini 

tidak bersifat ilmiah. Akan tetapi, keabsahan data merupakan sebagai tahapan 

yang tidak dapat terpisahkan dari penelitian kualitatif.
54

 

 Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi 

sumber, triangulasi sumber merupakan menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Yaitu dengan cara menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk diketahui kebenarannya.
55
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Bentuk operasional dari triangulasi sumber ini adalah dengan melakukan 

wawancara dan melakukan observasi. Peneliti dalam melakukan observasi 

dapat dilakukan seperti observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar atau foto.  

2. Triangulasi Teknik  

Yakni dengan mengecek kepercayaan penemuan dari hasil penelitian 

untuk mendapatkan dari sumber data yang berbeda dengan teknik yang 

sama.
56

 

Triangulasi teknik disisni dapat dilakukan dengan observasi partisipatif, 

wawancara secara detail, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serampak. 

G. Tahap Tahap Penelitian    

Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari tahap tahap penelitian yang 

harus diikuti menguraikan tahap tahap penelitian yang memberikan gambaran 

tentang keseluruhan dari perencanaan pelaksana pengumpulan data, analisis 

penafsiran data dan penulisan laporan. 

Bogdan yang dikutip Moleong menyatakan pendapatnya tentang tahapan 

penelitian kualitatif bahwa ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu, 

tahapan pra lapangan, tahapan kegiatan lapangan dan tahapan penyusunan 

laporan. 
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1). Tahapan Pra Lapangan  

Pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan 

sebelum peneliti masuk kelapangan objek studi.  Dalam hal ini terdapat 7 hal yang 

harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah sebagai berikut: 

a). Menyusun rancangan penelitian  

 secara umum isi rancangan tersebut meliputi latar belakang masalah, 

tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian,penentuan jadwal penelitian, 

penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur 

analisis data,rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan keabsahan data.
57

 

b). Memilih lapangan penelitian 

 Cara terbaik dalam menentukan lapangan ialah dengan cara 

mempertimbangkan teori substantif dengan langsung ke tempat lapangan yang 

akan diteliti apakah terdapat kesesuaian teori substantif dengan kenyataan 

dilapangan. 

c). Mengurus perijinan 

 dalam mengurus perizinan ini harus mencantumkan tujuan dan manfaat 

dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

d). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

 Dalam hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti tidak bertindak ceroboh 

dan sesuka hati. 
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e).Memilih dan memanfaatkan informan  

 Dalam hal ini memilih dan memanfaatkan informan sangat berguna sekali 

untuk mendapatkan informasi dari tempat lokasi yang akan diteliti. 

f). Menyiapkan perlengkapan penelitian  

Dalam hal ini peneliti hendaknya menyiapkan semua perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam melakukan penelitian agar supaya tidak ada hambatan dalam 

peralatan dibutuhkan. 

g). Persoalan etika penelitian 

 Etika merupakan hal yang paling esensial dalam penelitian karena baik 

buruknya hasil penelitian ditentukan oleh faktor ini. 

2).Tahapan pelaksana 

a. Tahap Reduksi, adalah peneliti merangkum dan menentukan beberapa data 

yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil dari setiap data 

yang didapatkan akan padat,jelas dan lebih berfokus pada hal hal yang 

dibutuhkan. Pada tahapan ini akan memudahkan peneliti untuk mencari 

data yang dibutuhkan. 

b. Tahap Display, pada tahapan ini menyajikan data boleh dengan bentuk 

uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya tujuan 

dari pendisplayan data ini adalah memudahkan untuk memahami apa yang 

sedang terjadi merencanakan kerja selanjutnya apa yang sudah dipahami. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan tahapan terakhir dalam penelitian 

kualitatif. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan cara mencari hubungan persamaan dan perbedaan 
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untuk kemudian untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada.
58

 

3).Analisis Data 

 Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis dari hasil data data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, 

dokumentasi yang diperoleh dilapangan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Gambaran Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso 

a) Sejarah Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

Sejarah Desa Gadingsari tidak terlepas dari orang madura yang konon 

katanya mengembara ke tanah jawa. Orang yang berasal dari madura inilah yang  

melakukan pembukaan lahan pertama kali di Desa Gadingsari yakni dua orang 

pengembara yaitu bernama bujuk Sayyid Hasan dan bujuk Rancang dimana 

keduanya ini asli berasal dari pulau Madura. Pada suatu saat kemudian bujuk 

Sayyid Hasan menikah dengan orang jawa yang berasal dari Bondowoso 

kemudian temannya yakni bujuk Rancang juga menikah dengan orang 

Bondowoso dimana mereka setelah menikah pada waktu kemudian mempunyai 

anak sehingga Desa yang dibabat menjadi bertambah jumlah yang menempatinya 

kemudian Desa Gadingsari menjadi ramai dan jadi sebuah Desa yang bernama 

Desa Gadingsari.
59

 

b) Keadaan Geografis Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso 

Secara geografis Desa Gadingsari terletak Kecamatan Pakem yang sebelah 

utaranya berbatasan dengan Desa Petung dan sebelah selatannya berbatasan 

dengan Desa Kupang dan Ardisaeng serta sebelah timurnya berbatasan dengan 
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Desa Pakem dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Tonggul kabupaten 

Situbondo. Desa Gadingsari memiliki luas wilayah sekitar 456,84 ha yang terdiri 

dari 23 RT, 9RW dan terdiri dari 9 Dusun yakni: 

1) Dusun Pinangatap 

2) Dusun Piangatap II 

3) Dusun Krajan 

4) Dusun Krajan II 

5) Dusun Stapai 

6) Dusun Stapai II 

7) Dusun Kebunan 

8) Dusun Kebunan II 

9) Dusun Kemiri 

 Desa Gadingsari memiliki luas wilayah sekitar 456,84 ha dengan rincian 

sebagai berikut:
60

 

Table 4.1 

Rincian luas wilayah 

1       Tanah Sawah 72 ha 

2       Tanah kering / Tegal 321,84 ha 

3       Pemukiman 63 ha 

  

c) Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso 

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gadingsari dapat 

teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, petani,buruh tani, 
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pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, buruh 

bangunan,peternak dll yang tidak menetap. Jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian sebagai berikut: 

Table 4.2 

Mata pencaharian penduduk Desa Gadingsari 

Tahun 2022 

 

No 

 

Jenis pekerjaan 

 

Jumlah 

Persentase dari 

total jumlah 

penduduk 

1 Petani  244 09,71 % 

2 Buruh tani  749 29,81 % 

3 Pegawai negeri sipil 2 00,07 % 

4 Karyawan swasta 17 00,67 % 

5 Pedagang 16 00,63 % 

6 Wirausaha - - 

7 Pensiunan 3 00,11 % 

8 Tukang Bangunan 25 00,25 % 

9 Peternak 6 00,23 % 

10 Lain lain / tidak menetap   

 Jumlah 1.062 42,27 

  

d) Keadaan Demografi Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso 

Berdasarkan data administrasi Desa jumlah penduduk Desa Gadingsari 

berjumlah sebanyak 4.183 jiwa dengan rincian penduduk jenis laki laki berjumlah 
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2.007 jiwa,sedangkan penduduk yang berjenis perempuan berjumlah sebanyak 

2.176 jiwa.
61

 

Tabel 4.3 

Jumlah penduduk tahun 2022 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki laki 2.007 49,08 % 

2 Perempuan 2.176 50,02 % 

 Jumlah 4183 100 % 

 

e) Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso 

Masyarakat Desa Gadingsari Memeluk Agama Islam dengan penganut aliran 

Nahdlatul Ulama‟ (NU) masyarakat Desa Gadingsari Disetiap malam selasa dan 

jum‟at selalu mengadakan pengajian. 

f) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso 

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam memajukan 

kesejahteraan dan perekonomian sehingga akan membuka sebuah lapangan 

pekerjaan sehingga akan membantu program pemerintah dalam pembukaan 

lapangan kerja baru guna untuk mengatasi pengangguran. Dibawah ini tabel yang 

menunjukkan tingkat rata rata pendidikan masyarakat Desa Gadingsari.
62
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Tabel 4.4 

Tingkat pendidikan Desa Gadingsari 2022 

No Keterangan Jumlah  

1 Belum Sekolah 199 orang  

2 Pernah sekolah tapi tidak tamat 1419 orang 

3 Tamat SD / sederajat 1256 orang 

4 Tamat SLTP/sederajat 871 orang  

5 Tamat SLTA/sederajat 754 orang  

6 Tamat D I - 

7 Tamat D 2  - 

8 Tamat D3 1 orang  

9 Tamat S1 46 orang 

10 Tamat S2 2 orang  

11 Tamat S3 - 

 Jumlah  4548 orang 

 

 

Tabel 4.5 

Jumlah Instansi Pendidikan Desa Gadingsari 

Tahun 2022 

No Nama  Jumlah  

1 Sekolah TK 2 Unit  

2 Sekolah SD / sederajat 2 Unit 

3 Sekolah SLTP/ sederajat 1 Unit 

4 Sekolah SLTA / sederajat 1 Unit 

5 Sekolah PT - 

6 Sekolah RA 1 Unit  

 Jumlah  7 unit  
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g. Profil BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari 

A. Identitas Badan Usaha Milik Desa Gadingsari 

Nama Perusahaan  : BUMDES Mitra Usaha 

Peraturan Desa      : Peraturan Desa Gadingsari 

Tahun berdiri         : 25 februari 2018 

Status Kantor  : Balai Desa bersebelahan dengan kantor Desa 

Alamat  : Jln Gadingsari No. 04- Pakem- Bondowoso 

Lembaga Desa Gadingsari 

BUMDES Mitra Usaha adalah usaha yang dilakukan oleh Desa yang 

berbentuk Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.
63

 

B. Kedudukan dan wilayah kerja BUMDES Mitra Usaha 

BUMDES Mitra Usaha berkedudukan di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

BUMDES Mitra Usaha memiliki wilayah kerja yang mencakup di Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

C. visi dan misi BUMDES Mitra Usaha 

Visi BUMDES Mitra Usaha 

⮚ Terwujudnya BUMDES Gadingsari sebagai badan usaha yang 

profesional guna taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari. 
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Sumber , Profil BUMDES Mitra Usaha, Desa Gadingsari Pakem Bondowoso 2018 
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Misi BUMDES Mitra Usaha 

● Meningkatkan perekonomian Desa Gadingsari 

● Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

Desa Gadingsari. 

D. Tujuan BUMDES Mitra usaha 

Dengan berdirinya BUMDES Mitra Usaha yang didirikan pada tanggal 25 

februari tahun 2018 sampai batas waktu yang tak terhingga, yang bertepatan di 

Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. BUMDES Mitra 

Usaha didirikan berlandasan Undang Undang yang berlaku yang mengatur 

mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ada di Indonesia. Tujuan dari BUMDES 

Mitra Usaha ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa 

Gadingsari. 

E. Struktur Organisasi BUMDES Mitra Usaha
64
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 Struktur, Kepengurusan Bumdes Mitra Usaha ,Desa Gadingsari 

Unit Usaha 

Lain lain 

Musyawarah Desa 

penasehat 

Derektur 

subaidah 

Pengawas 
Misbahul hasan 

Bendahara 

Ahmad khoirul anam 

Sekretaris 

Andhy wijaya 

Unit usaha 

Sewa terop 

Unit usaha 

Pembuatan sapu 
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B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

Menjelaskan fakta serta kesimpulan yang dicapai dengan menggunakan 

teknik dan prosedur yang akan diuraikan pada bab ini yang berisikan deskripsi 

informasi yang diberikan oleh para informan yang sesuai dengan yang ditanyakan 

oleh peneliti dan hasil dari analisis temuan peneliti akan disajikan sebagai data 

yang berupa tema berulang, pola, dan motivasi yang terdapat pada data selain itu, 

hasilnya mungkin disajikan sebagai kategori struktur, penjelasan dan tipologi. 

1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA 

USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya 

untuk meningkatkan di bidang ekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan 

bermacam macam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini sebagai upaya untuk menampung 

seluruh kegiatan kegiatan ekonomi yang berada di desa dengan tujuan untuk 

meningkatkan potensi ekonomi yang ada di desa sehingga dapat membantu 

pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

 di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di 

Desa Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi 

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Gadingsari. 

BUMDES Mitra Usaha ini dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari bersama 

masyarakat, dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ini mengikut sertakan 

masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola 
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badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar 

supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan 

berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat 

yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama dalam 

melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari. 

 Sebagaimana hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada Kepala Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

Kepala Desa yakni Bapak Buhairi mengatakan: 

“Di Desa Gadingsari ini mas Sebelum mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) Pemerintahan Desa Gadingsari melakukan musyawarah 

terlebih dahulu bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni membahas 

mengenai mau melakukan pendirian BUMDES”
65

 

Hasil dari wawancara bersama Bapak Buhairi selaku kepala Desa Gadingsari 

Dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintahan Desa Gadingsari Sebelum 

mendirkan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari yakni 

BUMDES. Pemerintahan Desa Gadingsari mengadakan musyawarah bersama 

Masyarakat yakni terkait ingin  mendirikan sebuah BUMDES dengan nama 

BUMDES Mitra Usaha. Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) Undang-undang No 6 

Tahun 2014 yang berbunyi;
66

“Pendirian BUMDES disepakati melalui 

musyawarah desa” 

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi;” 

BUMDES didirikan berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan 

peraturan desa” 
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Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023 
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Undang-undang No 6 Tahun 2014 
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Selanjutnya wawancara bersama Sekretaris Desa yakni Bapak Revi / Buniman 

beliau mengatakan bahwasanya: 

“Di Desa Gadingsari ini mas ketika sudah melakukan musyawarah 

mengenai pendirian BUMDES Mitra Usaha kita melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai gambaran dalam melakukan 

pengelolaan BUMDES menjelaskan kepada masyarakat tujuan dan 

manfaat dari dibentuknya BUMDES Mitra Usaha ini.”
67

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwasanya dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

BUMDES Mitra Usaha sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada 

masyarakat menjelaskan tentang gambaran dan tujuan mendirikan BUMDES 

Mitra Usaha serta memberikan pembelajaran tentang BUMDES, kemudian setelah 

melakukan hal tersebut dapat direncanakan terkait rencana program kedepannya 

berkaitan dengan BUMDES Mitra Usaha. 

Penulis juga melakukan wawancara bersama masyarakat yakni bapak 

Supyatin yang ikut sosialisasi tentang bagaimana pendirian dan  pengelolaan  

BUMDES beliau mengatakan: 

“engkok cong selakoh masyarakat neng eddhisah geding riyah bektok ruah 

norok kumpulan seepabedeh bhereng pak tengghi neng ebalai dhisah 

seebahas ruah masalah BUMDES cong dhisah ruah mabede‟eh BUMDES 

can cong seanyamah BUMDES Mitra Usaha ruah”
68

 

Translate 

“Saya mas sebagai masyarakat Gadingsari pada saat waktu ikut sosialisasi 

yang diadakan oleh pemerintah Desa Gadingsari Dalam sosialisasi tersebut 

memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai gambaran serta 

tujuan didirikannya BUMDES Mitra Usaha” 

Hasil dari wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni 

dengan bapak Supyatin dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintahan Desa 
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Buniman, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,12 Agustus 2023 
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Supyatin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,14 Agustus 2023 
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Gadingsari sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha terlebih dahulu 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman mengenai 

adanya sebuah BUMDES sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti 

dari manfaat adanya sebuah BUMDES di Desa Gadingsari. 

Wawancara bersama bendahara Pemerintahan Desa Gadingsari yakni 

Bapak Siman beliau mengatakan  

“Gini mas BUMDES  yang ada di Desa Gadingsari ini setelah melakukan 

sosialisasi tahap selanjutnya melakukan pembentukan kepengurusan 

BUMDES Mitra Usaha di dalam pembentukan kepengurusan ini dicarikan 

orang yang bisa bertanggung  jawab dalam melaksanakan kepengurusan 

BUMDES Mitra Usaha”
69

 

Jadi hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa 

Gadingsari sesudah melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian 

melakukan pembentukan kepengurusan yang akan mengelola BUMDES Mitra 

Usaha. Desa Gadingsari Dalam membentuk kepengurusannya Pemerintahan Desa 

Gadingsari memilih orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab dalam 

mengelola BUMDES Mitra Usaha tersebut. 

Hasil wawancara selanjutnya tetap bersama bendahara desa beliau 

mengatakan bahwa: 

“Setelah itu mas setelah sosialisasi dilakukan dan kepengurusannya 

dibentuk tentang BUMDES kemudian melakukan pencarian calon para 

pelaku usaha BUMDES Mitra Usaha dengan memilih Masyarakat yang 

mengerti dan menguasai ilmu tentang usaha yang akan dilakukannya 

terkait program BUMDES Mitra Usaha” 
70

 

Berkaitan dengan hasil dari wawancara ini peneliti dapat disimpulkan bahwasanya 

BUMDES Mitra Usaha ini setelah melakukan sosialisasi terkait dan pembentukan 

kepengurusan atau pengelola tentang BUMDES  Mitra Usaha, kemudian 
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Siman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,19 Agustus 2023 
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Siman , diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,19 Agustus 2023 
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melakukan pencarian para pelaku usaha yang akan mengurusi dan mengelola 

usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha. Tentunya memilih orang 

yang mengerti dan menguasai ilmu terhadap usaha yang akan dilakukan berkaitan 

dengan usaha BUMDES Mitra Usaha agar dapat berjalan dengan yang 

diinginkannya. 

Wawancara dengan ketua BUMDES Mitra Usaha ibu Subaidah dalam 

melakukan pengelolaannya beliau menyampaikan bahwa: 

“Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Ini mas dilakukan dengan cara 

transparansi agar semua pihak yang terlibat dan masyarakat dapat 

mengetahuinya bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program 

program usaha yang sudah ditentukan”
71

 

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

Desa Gadingsari dalam menjalankan usaha dari program BUMDES Mitra Usaha 

dalam pengelolaanya dilakukan dengan transparan, yakni agar semua yang akan 

dilakukan  dalam usaha BUMDES Mitra Usaha ini dapat diketahui oleh semua 

masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dan perkembangannya. 

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan tetap bersama ketua BUMDES 

Mitra Usaha beliau mengatakan : 

“Didalam melakukan pengelolaan usaha dari program BUMDES Mitra 

Usaha dalam menjalankanya terdiri dari anggota pengurus BUMDES 

Mitra Usaha bersama masyarakat yang sudah dipilih untuk melakukan 

pengelolaan dari unit usaha yang telah ditentukan oleh BUMDES Mitra 

Usaha” 

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan usaha 

dari program BUMDES Mitra Usaha melibatkan beberapa orang untuk 

menjalankan unit usaha dari BUMDES ini, yakni melibatkan anggota pengurus 

BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat yang sudah ditentukan yakni 
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Subaidah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso,20 Agustus 2023 
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masyarakat yang mempunyai wawasan dan ilmu mengenai pengelolaan 

BUMDES. 

Wawancara dilakukan bersama sekretaris BUMDES Mitra Usaha yakni 

bapak Andhy Wijaya mengatakan dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha 

bahwa : 

“Unit Usaha yang dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha ini mas 

yakni dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari ini, 

yaitu usaha pembuatan kerajinan yakni pembuatan sapu dan penyewaan 

terop yang mana dalam menjalankan usaha ini dilakukan oleh pengurus 

BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat dan untuk pembuatan 

kerajinan sapu kebanyakan dalam menjalankannya yaitu masyarakat itu 

sendiri”
72

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha, BUMDES ini dalam menjalankan 

usahanya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Gadingsari ini, 

yaitu bergerak dibidang pembuatan kerajinan pembuatan sapu dan sewa menyewa 

terop. Di mana dalam menjalankan usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDES 

itu sendiri bersama masyarakat Desa Gadingsari dan khusus di bidang kerajinan 

pembuatan sapu ini dalam pengelolannya itu mayoritas dilakukan oleh masyarakat 

Desa Gadingsari sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

yang belum mempunyai pekerjaan. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama bendahara BUMDES 

Mitra Usaha yakni Bapak A Khoirul Anam mengatakan bahwasanya : 

“Dalam menjalankan program usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini mas 

yakni melakukan sistem bagi hasil yaitu antara pengelola dan Pemerintah 

Desa Gadingsari karena semua modal dari Pemerintah Desa masyarakat 

hanya pengelolaanya saja” 
73
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Andhy Wijaya, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso, 21 Agustus 2023 
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Dari hasil wawancara bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pembuatan sapu nantinya dari hasil 

penjualan sapu tersebut, hasilnya dibagi dua yakni antara pengelola (masyarakat) 

dengan Pemerintah Desa karena seluruh modal dari usaha yang dijalankan berasal  

dari Pemerintah Desa Gadingsari. 

Wawancara bersama tetap bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha 

mengenai sistem penjualannya ketua BUMDES mengatakan: 

“Hasil dari pembuatan sapu tersebut sistem penjualannya dijual kepada 

pedagang sapu keliling dimana penjualannya dijual diluar kota” 

Wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penjualan dari hasil 

BUMDES Mitra Usaha yakni pembuatan sapu dalam sistem penjualannya, yakni 

dijual kepada para pedagang sapu keliling karena para pedagang sapu keliling 

tersebut dijual lagi diluar kota Bondowoso. 

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Di Desa Gadingsari 

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang 

undangan 

Peraturan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa ada begitu 

banyak payung hukum mengenai BUMDES di Indonesia seperti Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 87 sampai 90 dan Undang Undang 43 Tahun 

2014 Bab VIII dari pasal 132 sampai 142 serta peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu 

banyak dimana, setiap masing masing desa memiliki potensi yang berbeda beda 

sehingga harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang 

ada di Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari. 
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 Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di 

Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan 

pendiriannya, pengurusannya dan pengelolaanya sudah sesuai dengan peraturan 

perundang undangan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam 

mendirikan dan melaksanakan pengelolaanya berpatokan pada Nomor 6 Tahun 

2014 Bab X pasal 87 sampai 90 serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021. 

Jadi BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari sudah melaksanakan 

perintah sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha yang telah diamanatkan oleh 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 88 dan peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2021 Bab 78 pasal 7 yaitu sebelum mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai 

BUMDES. 

 Pemerintahan Desa Gadingsari Dalam melakukan pembentukan 

kepengurusan BUMDES Mitra usaha dilakukan berdasarkan Undang-Undang 

yakni memilih orang orang yang bisa menjalankan tugasnya dan tidak memiliki 

jabatan di bagian Pemerintahan Desa karena menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 pasal 132 yang berbunyi pelaksana operasional dilarang 

merangkap jabatan antara Pemerintahan Desa dengan kepengurusan BUMDES, 

jadi Pemerintahan Desa Gadingsari sudah menjalankan perintah yang telah 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dalam pembentukan kepengurusan 

susunan BUMDES. 
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 Dalam melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha melakukan prinsip 

prinsip seperti transparan dalam melakukannya, dilakukan secara gotong royong, 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, penyertaan modalnya yang mana 

dari pemerintahan desa dan hasil dari keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha 

tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dengan adanya BUMDES 

Mitra Usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan melakukan 

prinsip prinsip tersebut di dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menjalankan 

dengan peraturan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang BUMDES. 

 Sedangkan dalam kepengawasan dalam menjalankan operasional terhadap 

pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang dijalankan di Desa Gadingsari kurang 

optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap usaha yang 

dijalankan oleh para operasional BUMDES Mitra Usaha. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara bersama kepala desa beliau mengatakan:
74

 

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas aturan yang ada kurang 

dipatuhi berkaitan dengan pengawasan sehingga terjadi ketidakmajuan  

BUMDES disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap para pelaku 

dan pengurus BUMDES Mitra Usaha” 

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam 

bentuk pengawasan terhadap operasional yang dijalankan dari program BUMDES 

Mitra Usaha kurang maksimal sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 11 

Tahun 2021 pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “seorang pengawas sebagaimana 

yang dimaksud ayat 2 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi 

persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 

baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
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BUMDES”. Jadi tugas dan wewenang seorang pengawas harus mampu dan 

bertanggung jawab terhadap tugasnya yang telah diberikan oleh pemerintahan 

desa, agar supaya program yang telah dijalankan oleh BUMDES dapat berjalan 

dengan baik dan dapat memajukan program yang ada.  

Sehingga dampak yang yang dialami BUMDES Mitra Usaha yang di 

akibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap para pelaku dalam menjalankan 

program program tersebut yang kurang patuh terhadap peraturan prundang 

undangan sehingga berdampak terhadap usaha usaha yang di jalankan hal ini 

sesuai dengan wawancara penulis bersama   bersama kepala desa selaku penasehat 

beliu mengatakan: 

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas terhadap kemajuan 

BUMDES Mitra Usaha disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap 

para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra Usaha”   

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu 

faktor pengambat terhadapat kemajuan BUMDES Mitra Usaha dikarenakan 

sistem pengawasannya masih kurang optimal terhadap para pelaku yakni 

pengurusan dan para pengelola sehingga akibat kurangnya sistem pengawasan 

terhadap para pengurus dan para pelaku pengelolaan dalam kinerjanya 

menyebabkan kurang optimal sehingga dalam menjalankan program program dari 

BUMDES Mitra Usaha kurang optimal sehingga menjadi penghambat terhadap 

kemajuan BUMDES Mitra Usaha. Adapun tugas pengawas menurut Peraturan 

Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 31 ayat 2 berbunyi” mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurus 

BUMDES, melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDES, 

dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa. 
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Akibat penegakan hukumnya kurang optimal dalam menjalankan 

peraturan undang undang mengenai BUMDES Mitra Usaha mengakibatkan 

dampak yang menghambat kemajuan BUMDES Mitra Usaha hal ini sesuai 

wawancara penulis bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha yaitu Bapak 

Buhairi beliau mengatakan: 

“BUMDES yang ada di Desa Gadingsari ini mas ketika dalam melakukan 

pencatatan pelaporan keuangan bulanan ada beberapa kendala yakni tidak 

selalu setiap bulan dilakukan pencatatan laporan keuangan sehingga uang 

yang masuk dan keluar tidak diketahui secara detail”
75

 

Hasil wawancara yang dilakukan bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penghambat yaitu adanya laporan 

keuangan yang tidak teratur dalam membuat laporan keuangan yang menurut 

peraturan BUMDES Mitra Usaha laporan harus dilakukan setiap bulan tapi 

kenyataanya laporan keuangan tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan 

sehingga berdampak ketidak jelasan antara uang yang masuk dan keluar yang 

menyebabkan ketidak keterbukaan ketika melakukan pelaporan keuangan. 

Sedangkan menurut Undang-undang tugas dari operasional BUMDES menurut 

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 58 ayat 3 “laporan posisi keuangan 

sementara dan perhitungan laba rugi sementara serta, penjelasannya”. Dan 

peraturan Desa Gadingsari Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan “Pelaporan 

keuangan dilaporkan setiap bulan” 

Selain itu penulis wawancara bersama kepala Desa menanyakan terkait 

dengan laporan pertanggung jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES 

Mitra Usaha yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa beliau mengatakan: 
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“Terkait laporan ini mas di dalam melaporkan pertanggungjawabannya 

kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa 

Gading ini ketika BUMDES ini didirikan untuk laporannya itu rutin mas 

tapi tapi dalam beberapa waktu kemudian laporan ini sudah tidak rutin 

bahkan tidak ada laporan sama sekali terkait pengelolaan BUMDES ini” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya terkait laporan pertanggung 

jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ketika masih baru 

mendirikan BUMDES Mitra Usaha terkait laporan yang harus dilaporkan kepada 

Kepala Desa yang secara berkala itu berjalan dengan lancar,  namun dalam 

beberapa waktu kemudian laporan yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa 

sudah tidak berjalan dengan rutin bahkan dalam waktu kemudian tidak ada 

laporan terkait pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari. 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 pasal 138 ayat 2 

menyebutkan “Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggung jawaban 

kepengurusan dan pengelolaan BUMDES kepada desa” 

Di Desa Gadingsari ini selain pengawasannya kurang efektif yang 

mengakibatkan beberapa dampak penurunan hasil dari program BUMDES Mitra 

Usaha juga di sebabkan oleh faktor dari luar hal ini diungkap oleh bapak Buniman 

selaku sekdes mengatakan bahwasanya: 

“Berkaitan dengan ketidakmajuan BUMDES Mitra Usaha ini mas salah 

satunya juga disebabkan oleh adanya usaha yang serupa seperti halnya 

produksi sapu itu juga bukan hanya BUMDES Mitra Usaha, akan tetapi 

masyarakat sendiri juga ada yang memproduksinya sendiri khususnya di 

Desa Gadingsari ada sekitar 6 sampai 7 orang masyarakat yang 

memproduksi di rumah mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu 

faktor kemunduran usaha BUMDES karena tidak bisa dipungkiri akan 

terjadi persaingan. Sedangkan usaha sewa menyewa terop itu sama dengan 

sapu bukan hanya BUMDES Mitra Usaha yang punya tetapi ada beberapa 

masyarakat Desa Gadingsari Yang juga punya sewa menyewa terop seperti 

BUMDES.”
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Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Bunimanbahwasanya 

kemunduran BUMDES Mitra Usaha dari faktor eksternal disebabkan oleh 

banyaknya usaha usaha yang sama sehingga terjadinya persaingan yang tidak 

dapat dipungkiri. Dalam sebuah usaha tentunya semakin banyaknya persaingan 

akan berdampak pada menurunya penjualan ataupun penyewaan karena 

masyarakat terkadang akan memilih sesuatu yang baru dan mereka nilai sesuatu 

tersebut lebih menarik. Banyaknya pelaku usaha yang berpindah ke produsen lain 

dalam hal ini yaitu produksi sapu yang diproduksi oleh BUMDES Mitra Usaha 

menyebabkan hasil dari produksi dari BUMDES banyak yang tidak terjual 

sehingga menyebakan BUMDES Mitra Usaha tidak berjalan. 

Wawancara tetep bersama Bapak buniman beliu mengatakan  

“Dan ini mas yang mempengaruhi faktor eksternal untuk kemajuan 

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Gading ini mas minimnya anggaran 

untuk pengelolaan BUMDES ini dan masih ada beberapa orang 

masyarakat kurang percaya terhadap peran manfaat dari usaha BUMDES 

Mitra Usaha ini mas” 

Dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor eksternal penghambat 

untuk kemajuan  BUMDES Mitra Usaha ini disebabkan minimnya anggaran yang 

disediakan dan masih ada beberapa masyarakat yang kurang percaya terhadap 

peran atau manfaat dari adanya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa 

Gadingsari, sehingga dapat menyebabkan dampak ketidak majuan dari BUMDES. 

3.  Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Maslahah 

Mursalah  

Bumdes adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal 

dari kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
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jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa, 

oleh karena itu dibentuklah badan usaha milik desa yang disebut BUMDES. 

Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan dirinya. 

disisi lain Pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia 

masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDES. 

Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di 

Desa Gadingsari kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso sudah dapat 

membantu kehidupan masyarakat baik melalui penyediaan jasa, kebutuhan 

pokok, industri kreatif, penyediaan kebutuhan pertanian dan membuka 

lapangan pekerjan melalui BUMDES Mitra Usaha. BUMDES ini telah 

berperan di Desa tersebut sebagai mana hasil wawancara penulis dengan 

masyarakat Desa Gadingsari yakni bapak Nisa beliau berkata: 

“Ghen bedenah BUMDES Mitra Usaha  riyah cong engkok riyak pas 

endik kelakuan aghebey posapoh darih haselal akohpo sapoh riyah con 

gengkok bisa endik penghaselan tambe‟en ariyah cong sangat aghunah” 
77

 

Translate 

“ Dengan adanya BUMDES Mitra Usaha ini mas saya sendiri merasakan 

sangat terbantu karena dengan adanya BUMDES ini yang bergerak 

dibidang pembuatan sapu saya bisa punya pekerjaan dari pekerjaan ini 

saya penghasilan tambahan yang membantu perekonomian saya” 

Dari wawancara yang dihasilkan di atas bersama masyarakat dapat disimpulkan 

bahwasanya dengan adanya BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari Dapat 

membantu masyarakat Desa Gadingsari, karena BUMDES tersebut menjadi salah 

satu pembuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat bekerja untuk 

membuat kerajinan sapu tersebut sehingga dapat menjadi salah satu penghasilan 

tambahan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Gadingsari. 
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 Hal ini sangat di anjurkan dalam islam karena BUMDES dapat dapat 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 97 yang berbunyi: 

                               

              

Artinya:Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.
78

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dan 

kesejahteraan akan diperoleh bagi siapa saja yang mau berbuat amal kebaikan, 

tanpa harus membeda bedakan baik yang laki laki maupun perempuan maupun 

dan tidak membeda bedakan status sosialnya. Maka dari itu siapa saja yang 

melakukan perbutan amal kebaikan dan beriman kepada Allah SWT maka Allah 

telah berjanji akan memberikan balasan bagi orang orang yang mengerjakan 

kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. 

 Selain itu lapangan pekerjaan yang diberikan oleh BUMDES Mitra Usaha 

kepada masyrakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat agar 

dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, hal ini berdasarkan wawancara penulis 

dengan Sekretaris Desa bapak Buniman beliau mengatakan: 

“BUMDES Mitra usaha ini mas mempuyai tujuan untuk pemerataan    

pendapatan masyarakat melalui program program dari BUMDES agar 

supaya masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDES Mitra 

Usaha” 
79
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Dapat disimpulkan bahwa BUMDES Mitra Usaha  Desa Gadingsari mempunyai 

tujuan yaitu melakukan pemerataan pendapatan masyarakat salah satunya yaitu 

dengan program program yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha agar 

berdampak kepada masyarakat adanya manfaat dari BUMDES Mitra Usaha. 

Wawancara bersama kepala Desa mengenai hasil dari usaha dari program 

BUMDES Mitra Usaha Kepala Desa mengatakan: 

“Hasil dari keuntungannya mas dari usaha program BUMDES Mitra 

Usaha dalam kerajinan pembuatan sapu digunakan untuk kepentingan 

masyarakat Desa Gadingsari dan dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan 

Desa.” 
80

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa san usaha yang telah 

dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha dapat menghasilkan keuntungan 

dari usaha tersebut dimana hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk 

kepentingan masyarakat sehingga pemerintahan Desa Gadingsari dapat 

memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Gadingsari digunakan untuk 

mensejahterakan masyarakat Gadingsari dan dari keuntungan tersebut juga 

dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan Desa Gadingsari sehingga menjadi salah 

satu pendapatan asli desa dan digunakan untuk kepentingan Pemerintahan Desa. 

  Maslahah mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga 

maslahah bukan berdasarkan atas dugaan melainkan maslahah yang dapat 

diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat, upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Gadingsari tentu saja memberikan manfaat 

kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteran masyarakat. 
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Kesejahteran merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang 

ekonomi yang mana kesejahteraan merupakan bagian dari rahmat Allah SWT 

yang diajarkan oleh agama islam, namun kesejahteran akan didapatkan bagi orang 

orang yang melaksankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 

 Hal ini sangat diajurkan dalam islam sebagai mana firman Allah SWT dalam QS 

Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 

                               

                                    

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”
81

 

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia 

dengan maksud untuk mendapatkan manfaat atau kebaikan dan menghindari 

keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang orang yang ada di sekitarnya. 

Manfaat yang diperoleh dapat berbentuk dalam beberapa keuntungan, baik dalam 

keuntungan dalam materi maupun non materi dan keuntungan yang dapat 

menjauhkan dari kemudharatan bagi diri mereka sendiri. 

 Pemernitahan Desa Gadingsari dalam mendirikan dan menjalankan 

BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan program programnya dilihat dari 

sudut pandang maslahah mursalah sudah banyak melakukan kemanfaatan bagi 

masyarakat Desa Gadingsari karena dengan adanya BUMDES ini pemerintahan 

Desa Gadingsari dapat mensejahterakan masyarakatnya dan membawa manfaat 
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untuk masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama 

masyarakat yakni bapak supyatin beliau mengatakan: 

“ engkok cong olle bhentuan derih dhisah olle bheres, minyak, mie ruah 

can pak tengghi cong bhentuan jiyeh ollenah hasel dari program BUMDES 

sebedeh e dhisah gadingsari riyah” 

Translate 

“ saya mas dapat bantuan dari desa yang berupa beras, minyak, dan mie 

yang mana bantuan tersebut merupakan hasil dari program BUMDES 

yang ada di Desa Gadingsari”
82

 

Hal ini sesuai dengan ayat al Qur‟an QS Al-Baqoroh ayat 267: 

                            

                                

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

maha kaya lagi maha terpuji.
83

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman diwajibkan 

mengeluarkan sebagian hasil dari usaha usaha yang dilakukan dengan baik dan 

didapatkan dengan cara cara yang halal, seperti halnya yang dilakukan oleh 

Pemerintahan Desa Gadingsari yang sudah mengeluarkan hasil dari usah program 

yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha untuk membantu dan 

mensejaterakan masyarakatnya. 

C. Pembahasan Temuan 

 Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi dan 

wawancara langsung kepada responden selanjutnya disajikan pada penyajian data 
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dan analis. Selanjutnya data data tersebut akan disajikan pada pembahasan inti 

yang terdapat pada Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Dalam sebuah penelitian 

sudah bisa menafsirkan hasil penelitiannya, namun tafsiran tersebut dapat 

terbantahkan setelah peneliti melakukan proses observasi dan wawancara serta 

penyajian data. Oleh karena itu sangat perlu dikoreksi kembali secara rinci yang 

sesuai dengan sudut pandang peneliti terhadap data data yang sudah terkumpulkan 

dalam bentuk penyajian berupa bahasa temuan dilapangan diantaranya: 

1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA 

USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya 

untuk meningkatkan di bidang ekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan 

bermacam macam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa. Di 

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa 

Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Gadingsari. 

BUMDES Mitra Usaha ini dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari bersama 

masyarakat, dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ini mengikutsertakan 

masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola 

badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar 

supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan 
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berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat 

yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama. 

 Dapat disimpulkan orang orang yang terlibat dalam proses pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa pada BUMDES Mitra Usaha ini, yaitu: pengurus 

BUMDES Mitra Usaha bersama beberapa masyarakat Desa Gadingsari. 

Pendirian BUMDES Mitra Usaha dilakukan musyawarah terlebih dahulu 

bersama pemerintahan Desa dan masyarakat membahas mengenai potensi yang 

dimiliki oleh Desa Gadingsari yang mana untuk dicari potensi yang baik dan 

sesuai dengan masyarakat Desa untuk dijadikan sebuah usaha yang akan 

menjadikan sebagai sumber pendapatan asli Desa. Hasil dari musyawarah tersebut 

selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Gadingsari Dimana 

sosialisasi tersebut mengenalkan sebuah usaha dari gambaran BUMDES Mitra 

Usaha yang akan didirikan oleh Pemerintahan Desa Gadingsari.  

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem 

transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh 

pengurus BUMDES dan masyarakat. BUMDES Mitra Usaha dilakukan secara 

transparansi dalam melakukan pengelolaannya yakni agar supaya  semua yang 

dilakukan dalam BUMDES Mitra Usaha ini dilakukan dengan cara terbuka untuk 

umum agar supaya semua yang terlibat dalam pengelolaannya dapat mengetahui 

bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program dari BUMDES Mitra 

Usaha. BUMDES Mitra Usaha usaha yang dikembangkan atau yang dikelola 

yakni memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari seperti pembuatan sapu 
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dan sewa menyewa terop dalam menjalan program ini dilakukan oleh pengurus 

BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra 

usaha dilakukan bagi hasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan 

pengelola yakni masyarakat dan pengurus BUMDES Mitra Usaha. 

 Jadi dapat disimpulkan BUMDES yang ada di Desa Gadingsari yakni 

BUMDES Mitra Usaha dalam pendirian, pengelolaan dan menjalankan usahanya 

yakni sebagai berikut: 

⮚ Melakukan musyawarah 

⮚ Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

⮚ Melakukan pembentukan kepengurusan 

⮚ Mencari masyarakat yang mempunyai keahlian dalam menjalankan 

operasional usaha dari BUMDES Mitra Usaha 

⮚ Usaha yang diambil yang dijadikan usaha yakni memanfaatkan potensi 

yang dimiliki oleh Desa Gadingsari. 

⮚ Usaha yang dijalankan yakni pembuatan sapu dan sewa menyewa 

terop. 

⮚ Dalam menjalankan usahanya dilakukan secara sistem transparan, 

kejujuran, dan beracuan pada peraturan yang ada. 

⮚ Dalam menjalankan operasionalnya dilakukan oleh pengurus 

BUMDES dan masyarakat. 

⮚ Hasil produk dari BUMDES Mitra Usaha dijual kepada pengulak dan 

penjual keliling sedangkan usaha dari terop disewakan pada 

masyarakat membutuhkan. 
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⮚ Hasil dari usaha tersebut bagi hasil yakni antara pemerintah dan 

masyarakat yang mengelola 

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari 

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang undangan 

Indonesia merupakan Negara yang banyak memiliki desa yang berjumlah 

81616 desa, di mana setiap desa menurut Undang-Undang harus mendirikan 

BUMDES sehingga begitu banyak payung hukum mengenai BUMDES di 

Indonesia hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu banyak di 

mana setiap masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga 

harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang ada di 

Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari. Desa Gadingsari dalam mendirikan 

dan pengelolaannya BUMDES Mitra Usaha dalam melaksanakannya dengan 

beracuan pada Undang-Undang yakni UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun 

2021. 

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari ini di dalam 

pelaksanaanya berpatokan pada Undang-undang yang ada, baik cara 

mendirikannya maupun pengelolaanya ini beracuan pada pada Undang-Undang 

UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 11 Tahun 2021 serta 

ditambah dengan peraturan pemerintahan desa yang mengatur tentang BUMDES 

Mitra Usaha.  

 BUMDES Mitra Usaha efektivitas dalam pengelolaanya menurut 

perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah 

efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang 
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BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap 

desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari. 

Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di 

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif 

baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan 

pembukuan, laporan pertanggung jawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya 

masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya, seperti 

menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pasal 28 No 3 seorang 

pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat 2 merupakan orang perseorangan 

yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan BUMDES.  

Adapun tugas dari seorang pengawas menurut pasal 31 ayat 2 berbunyi” 

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan 

jalannya pengurus BUMDES, melakukan audit investigasi terhadap laporan 

keuangan BUMDES, dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan 

dalam musyawarah desa. Jadi dapat disimpulkan kurang efektif hukum terhadap 

BUMDES Mitra Usaha yakni disebabkan faktor dari penegak hukumnya itu 

sendiri yang masih kurang optimal. 
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Akibat dari penegakan hukumnya khususnya dalam pengawasannya yang 

kurang optimal mengakibatkan beberapa dampak terhadap penurunan hasil dari 

usaha BUMDES Mitra Usaha bahkan terjadi kemacetan dalam menjalankan 

program tersebut 

Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari 

BUMDES Mitra Usaha sudah dikatakan cukup baik, baik dari segi bahan, alat, 

SDM, dan kendaraan untuk pengelolaan dan operasional dari usaha yang 

dijalankan oleh  BUMDES Mitra Usaha.  Jadi dari segi fasilitas yang disediakan 

oleh Pemerintah Desa Gadingsari  sudah cukup baik untuk mendorong kemajuan 

BUMDES Mitra Usaha, sehingga untuk faktor hukum dari sarana dan prasarana 

sudah optimal dan efektif. 

Sedangkan dari faktor masyarakatnya BUMDES Mitra Usaha yang ada di 

Desa Gadingsari. Respon dari masyarakat terhadap adanya BUMDES Mitra 

Usaha yang didirikan di Desa Gadingsari sudah cukup baik karena sebagian besar 

masyarakat cukup antusias dengan adanya program dari BUMDES Mitra Usaha 

yang dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan adanya BUMDES 

Mitra Usaha dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak 

mempunyai pekerjaan yang dapat membantu perekonomian masyarakat Desa 

Gadingsari. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya 

terhadap peran adanya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari, 

tetapi mayoritas masyarakat Desa Gadingsari sudah sangat puas dengan adanya 
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BUMDES Mitra Usaha ini. Jadi dapat disimpulkan dari segi masyarakat yang 

mempengaruhi penegakan hukum sudah efektif. 

Dan dilihat dari segi faktor kebudayaan yang ada di Desa Gadingsari. 

Masyarakatnya ramah tamah dan patuh terhadap pemerintahan Desa Gadingsari, 

sehingga apapun program yang dibuat oleh pemerintah desa mayoritas masyarakat 

menerima dengan baik selama program itu baik untuk masyarakat. Salah satu 

program yang dibuat pemerintah desa yakni BUMDES Mitra Usaha, dengan 

hadirnya BUMDES Mitra Usaha masyarakat sangat antusias karena dapat 

memberikan pekerjaan yang mana dapat menjadi salah satu penghasilan 

masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari segi kebudayaan yang mempengaruhi 

penegakan hukum dari sisi pengaruh kebudayaannya sudah sangat efektif dan 

optimal. 

3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Maslahah 

Mursalah  

 Maslahah Mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia 

dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan atau manfaat dan menghindari dari 

keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang lain dan mempunyai manfaat 

untuk orang banyak. Dalam hal ini usaha pembuatan sapu dan sewa menyewa 

terop menjadi program dari BUMDES Mitra Usaha berdasarkan problem yang 

terjadi di Desa Gadingsari memiliki kesinambungan dengan maslahah mursalah. 

Tujuan utama didirikan BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur 

dan sejahtera dalam kehidupannya dan menjadi salah satu pembuka peluang 
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pekerjaan bagi masyarakat Desa Gadingsari serta hasil dari keuntungan dari usaha 

BUMDES Mitra Usaha ini di jadikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa 

Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha 

BUMDES tersebut. 

Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat 

dikatakan memberikan maslahah, karena keberadaanya BUMDES ini mampu 

memperbaiki permasalahan perekonomian yang terjadi di Desa Gadingsari dan 

kemungkinan problem yang muncul kembali apabila dalam pengawasan terhadap 

pengelolanya kurang optimal yang mengakibatkan penurunan dari usaha yang 

dilakukan BUMDES Mitra Usaha.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa poin kesimpulan 

didalam melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari. 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa 

Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem 

transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh 

pengurus BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES 

Mitra usaha dilakukan bagi hasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan 

pengelola yakni masyarakat dan pengurus BUMDES Mitra Usaha serta hasil 

keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha dijadikan untuk memperdayakan 

masyarakatnya. 

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari menurut 

perundang undangan. 

BUMDES Mitra Usaha efektivitas dalam pengelolaanya menurut 

perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah 

efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang 

BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap 

desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari. 
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Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di 

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif 

baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan 

pembukuan, laporan pertanggungjawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya 

masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya, 

sehingga mengakibatkan beberapa dampak yang mengakibatkan progam 

BUMDES Mitra Usaha mengalami penurunan bahkan terjadi kemacetan  

Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari 

BUMDES Mitra Usaha sudah dikatakan cukup baik.  

3.pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif maslahah mursalah 

Tujuan utama didirikan BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur 

dan sejahtera dalam kehidupannya dan menjadi salah satu pembuka peluang 

pekerjaan bagi masyarakat Desa Gadingsari serta hasil dari keuntungan dari usaha 

BUMDES Mitra Usaha ini di jadikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa 

Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha 

BUMDES tersebut. 

Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat dikatakan 

memberikan maslahah, karena keberadaanya BUMDES ini mampu memperbaiki 

permasalahan perekonomian yang terjadi di Desa Gadingsari. 
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B. Saran-Saran 

 Dengan adanya sebuah penelitian ini sangat besar harapan penelitian ini 

agar dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai Analisis Yuridis  

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan 

Pakem Kabupaten Bondowoso berikut saran dari peneliti: 

1) Bagi Pemerinta Desa Gadingsari untuk langkah kedepannya alangkah 

lebih baik mengoptimalkan landasan hukumnya dalam menjalankan 

operasional pengelolaan usaha dari BUMDES Mitra Usaha serta lebih 

teliti dalam memilih kepengurusan BUMDES Mitra Usaha, dan 

kedepannya Pemerintah Desa Gadingsari supaya memberikan pembinaan 

maupun pelatihan terhadap para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra 

Usaha. 

2) Bagi pengurus dan pengelola BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan 

tugasnya masing masing agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya 

dan memiliki rasa tanggung jawab, serta dalam pencatatan baik laporan 

keuangan maupun laporan pengelolaan dan kepengurusan harus dijalankan 

secara rutin sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dan bagi 

pengelola dalam menghadapi marketing karena terdapat usaha yang sama 

maka pengelola perlu melakukan kesepakatan bersama masyarakat yang 

melakukan usaha yang sama seperti dalam sistem penjualannya yakni bagi 

wilayah, serta melakukan kerja sama dalam sistem penjualan seperti 

menggabungkan produk untuk dijual diluar kota. 
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3) Bagi masyarakat Desa Gadingsari diharapkan ikut serta berpartisipasi 

dalam menyukseskan program-program dari BUMDES Mitra Usaha, 

karena hasil dari BUMDES tersebut digunakan untuk mensejahterakan 

masyarakat. 
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Email                                     :hbahrul95@gmail.com 

Riwayat Pendidikan 

Formal 

 Tk Rengganis            : 2003-2005 

 SDN Gadingsari 1     : 2005- 2011 

 MTs Zainul Bahar     : 2011-2014 

 MA Zainul Bahar      : 2014-2017 

 UIN KHAS Jember   : 2018-sampai sekarang 

Non Formal 

 Pondok Pesantren Zainul Bahar: 2011-2018 

 Madrasah Diniyah Zainul Bahar: 2011-2018 
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